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Hukum, Pembiayaan.

Akad murdbahah menurut Fatwa DSN-MUI merupakan akad jual beli dimana
penjual menjual suatu barang dengan menyebutkan harga perolehan dan margin
keuntungan yang disepakati. Dalam praktik pembiayaan murdbahah pada Baitul
Qiradh Al-Mutawakkil ditemukan dua pola pelaksanaan, yaitu pembiayaan
dengan menggunakan akad wakalah dan pembiayaan melalui penyaluran dana
kepada anggota untuk melakukan pembelian barang secara mandiri. Fokus
permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penetapan kontrak dan
Klausul perjanjian pembiayaan murdbahah oleh manajemen Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil dalam penyaluran pembiayaan kepada anggota, khususnya yang
berkaitan dengan penentuan harga dan keuntungan dan bagaimana perlindungan
hukum terhadap anggota dalam klausul perjanjian pembiayaan murdbahah.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif
melalui wawancara dan dokumentasi, serta literatur figh muamalah dan fatwa
DSN-MUI. Berdasarkan hasil penelitian - menunjukkan bahwa kontrak
pembiayaan murabahah pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dilaksanakan melalui
beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan, analisis kelayakan, dan
penandatanganan akad dengan penetapan harga pokok serta margin keuntungan.
Klausul perjanjian memuat ketentuan mengenai tingkat harga dan keuntungan.
Namun, masih terdapat ketidaksesuaian antara kontrak dan praktik, khususnya
dalam pembelian barang oleh anggota tanpa adanya kejelasan pelaksanaan akad
wakalah, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip figh muamalah dan
Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Perlindungan hukum terhadap
anggota telah diatur dalam kontrak pembiayaan, namun belum sepenuhnya
optimal karena kontrak bersifat baku, keterlibatan anggota terbatas serta
pembagian resiko yang belum seimbang sehingga lebih berorientasi pada
kepentingan lembaga dalam sanksi keterlambatan dan angsuran tetap.
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Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K

PEDOMAN TRANSLITERASI

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf

Latin.
Huruf | Nama | Huruf | Nama | Huruf | Nama | Huruf Nama
Arab Latin Arab Latin
| Alf tidak tidak | ta’ T te
dilamba | dilamba (dengan
ngkan | ngkan titik di
bawah)
o Ba’ B Be b 7a Z zet
(dengan
titik di
bawah)
- Ta’ T Te ¢ ‘ain ¢ koma
terbalik
(di atas)
& Sa’ S es C Gain G Ge
(dengan
titik di
atas)
c Jun J Je B Fa’ F Ef
: H2 h ha 3 Qaf Q Ki
(dengan
titik di
bawah)
. Kha’ Kh ka dan s Kaf K Ka
ha




R Dal D De J Lam L El
R Zal Z zet . Mim M Em
(dengan
titik di
atas)
R& R Er o Nun N En
J
3 Zai Z Zet . Wau W We
P Sin S Es A Ha’ H Ha
e Syn Sy es dan R Hamz ‘ Apostrof
ye ah
o Sad S es & Y&’ Y Ye
(dengan
titik di
bawah)
P Dad d de
(dengan
titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
( fathah A
| Kasrah 1
A dammah U




b) Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat

dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Gabungan Nama
Huruf
& fathah dan ya’ Ai Adan I
o fathah dan wau Au Adan U
Contoh:
Kaifa : (uS°
Haula : Jy-
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
Y Jfathah dan alif A a dan garis di atas
atau ya’
8 kasrah dan ya’ 1 1 dan garis di atas
5.0 dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:

gala  J6
rama . &)
gila 3

yvaqiilu : j }L

4. Ta’ marbitah (3)
Transliterasi untuk ta’ marbitah (3) ada dua. yaitu:
a) Ta’ marbutah (8) hidup

Xi



Ta’ marbiutah (3) yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b) Ta’ marbitah (3) mati
Ta’ marbitah (3) yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah h.

c) Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta’ marbizah (3) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka
ta’ marbitah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

JULYI 2535 - raud ah al-ayfal
552407 45,0407 - al-Madimah al-Munawwarah
isdb - ralhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan

huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

;5 - rabbana

jd\ - al-birr
wd ‘ c

(gu -nu’ ima

J5  -nazala

E1 0 -al-haj
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6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan denga huruf, yaitu

(J1), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf

gamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf
yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan sesuai
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari
kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

el - ar-rajulu
2en ] - asy-syamsu
R - al-badu
saet - as-sayyidatu
(;Ld\ - al-galamu
Jydi - al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun,
itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila
hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab
berupa alif.
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Contoh:

2.2
09U -ta’ khuziina

tex - syai'un
P .
ol - umirtu
- }UT - an-nau’
S| -inna
ST -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.

Contoh:

u«-e)\)‘f s jl A1) u\ - Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin
Sy 501536 - Faaufal-kaila wa al-mzzan

e st - Ibrahim al-Khalil

o g

WALl ieg a2 i) o = Bismillahi majrahd wa mursah
i g O J& &3 - Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
U\Mw 4«3\ CUQM\ o* - Manistata‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu
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didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

jjiej ‘>11 152 g - Wa ma Muhammadun illa rasul
ww L RO Jef f); - Inna awwala baitin wud i ‘a linnasi
S & LsJ.U - lallazt bibakkata mubarakkan

ol5all 4 Jj\ L‘s,\j\ OLzas; 5> - Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil qur’anu

o) @Y 8T; Al - Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
- Wa lagad ra’ahu bil-ufugil-mubini
W) g & e - Alhamdu lillahi rabbil ‘@lamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:

8 <o 0%

S 29 AT i & - Nasrun minallahi wa fathun garib

PN - Lillahi al-amru jami ‘an
R Uiﬁ s - Wallaha bikulli syai‘in ‘alim
10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi
ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
Catatan:

Modifikasi
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1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad Ibn Sulaiman.

2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrit; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi pembiayaan murdbahah merupakan salah satu produk
pembiayaan yang paling dominan digunakan baik pada lembaga keuangan
syari’ah berbentuk bank maupun non-bank. Produk ini banyak dimanfaatkan oleh
calon nasabah atau anggota untuk memenuhi kebutuhan finansial dengan
menggunakan pola jual beli yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau
cicilan. Dalam transaksi pembiayaan murdbahah ini, pihak lembaga keuangan
syari’ah berbentuk bank maupun non-bank telah menetapkan ketentuan dan
syarat-syarat tertentu untuk memastikan pembiayaan yang disalurkan sesuai
dengan ketentuan syari’ah dan juga ketentuan penbiayaan perbankan syari’ah
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, serta ketentuan turunan lainnya
baik dari Bank Indonesia maupun dari Otoritas Jasa Keuangan.

Lazimnya, setelah pihak nasabah atau anggota memenuhi ketentuan
pembiayaan maka selanjutnya pihak lembaga keuangan syari’ah berbentuk bank
maupun non-bank akan memeriksa seluruh persyaratan tersebut untuk
menyatakan bahwa nasabah atau anggota tersebut memenuhi ketentuan yang
berlaku untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sesuai dengan prinsip syari’ah
dan UU perbankan syari’ah. Setelah semua persyaratan terpenuhi, lembaga
keuangan syari’ah berbentuk bank maupun non-bank akan membuat akad
murabahah secara tertulis yang dapat setujui oleh anggota tentang seluruh klausul
pembiayaan yang dimuat dalam kontrak tersebut.

Secara garis besar dalam kontrak memuat identitas nasabah atau anggota,
kondisi tentang transaksi pembelian barang yang dibutuhkan anggota dari pihak
ketiga dan kemudian menjualnya kembali kepada pihak anggota dengan ditambah
margin keuntungan yang telah disepakati, dan juga besaran angsuran bulanan

serta jangka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan angsuran. Proses ini
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memastikan bahwa transaksi dilakukan tanpa unsur riba serta sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dalam lembaga keuangan syari’ah. Setelah akad
murabahah disepakati, selanjutnya juga dijelaskan bahwa pihak lembaga
keuangan syari’ah berbentuk bank maupun non-bank, tidak melakukan pembelian
barang yang dibutuhkan anggota dari pihak ketiga, karena dalam kontrak ini juga
dimuat tentang pendelegasian pembelian barang tersebut kepada pihak anggota
dengan menggunakan akad wakalah, dan pithak anggota sebagai wakil dari pihak
lembaga keuangan syari’ah berbentuk bank maupun non-bank untuk membeli
barang tersebut dari distributor ataupun supplier.

Dalam transaksi pembiayaan murdabahah, pihak lembaga keuangan
syari’ah berbentuk bank maupun non-bank juga membutuhkan kepastian dari
kejujuran dan kepatuhan nasabah atau anggota untuk membayar cicilan selama
periode berlangsung tanpa melakukan penundaan ataupun tunggakan sehingga
tidak dapat mengakibatkan potensi kerugian bagi lembaga keuangan syari’ah
berbentuk bank maupun non-bank. Dalam hal ini pihak lembaga keuangan
syari’ah berbentuk bank maupun non-bank dalam klausul perjanjian secara jelas
menetapkan tentang ketentuan wanprestasi untuk menghindari potensi
wanprestasi dari anggotanya, oleh karena itu dalam klausul ini juga dimuat
tentang sistem penjaminan bagi pihak lembaga keuangan syari’ah berbentuk bank
maupun non-bank untuk memastikan pihak lembaga keuangan syari’ah akan
menutupi seluruh angsuran sesuai kesepakatan dan tepat waktu.!

Berdasarkan pembahasan dalam fiqih muamalah, bahwa ulama Hanafiah
menyatakan bahwa bai’ murdbahah sah hukumnya dengan pertimbangan
terpenuhinya syarat-syarat yang mendukung adanya suatu akad jual beli dan juga
karena adanya beberapa pihak yang membutuhkan keberadaan transaksi ini.

Ulama Hanafiah membolehkan untuk membebankan biaya-biaya yang secara

I N. Oneng Nurul Bariyah, “Akad Mua’awadah dalam Konsep Fikih dan Aplikasinya di
Bank Syari’ah, Jurnal AL-Milal, Vol. 1, No. 1, Februari 2013, him. 10.



umum dapat timbul dalam suatu transaksi jual beli dan tidak boleh mengambil
keuntungan berdasarkan biaya-biaya yang semestinya ditanggung oleh si
penjual.?

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa bai’ murabahah boleh hukumnya
walaupun tidak ada satu hadis pun yang dapat memperkuat pendapatnya. Ulama
Malikiyah membolehkan adanya biaya-biaya yang langsung dan tidak langsung
terkait dengan transaksi jual beli dengan ketentuan dapat memberikan nilai
tambah pada barang tersebut.®

Ulama Syafi’iyyah menyatakan bahwa bai’ murdbahah juga boleh
hukumnya walaupun tidak ada satu hadis pun yang dapat memperkuat
pendapatnya. Ulama Syafi’iyyah membolehkan untuk membebankan biaya-biaya
yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, kecuali biaya tenaga
kerjanya sendiri karena komponen ini sudah termasuk dalam keuntungannya.
Begitu pula dengan biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh
dimasukkan sebagai komponen biaya.*

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa semua biaya yang langsung maupun
tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus
dibayarkan kepada pihak ketiga dan dapat menambah nilai barang yang dijual
tersebut.’

Keempat ulama tersebut menyepakati untuk tidak membolehkan
pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang semestinya
dilakukan oleh penjual maupun biaya-biaya langsung yang berkaitan dengan hal-

hal yang berguna dan membenarkan pembebanan biaya tidak langsung yang

2 Muhammad Farid, “Murdbahah dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab”, Episteme,
Vol. 8, No. 1, Juni 2013, him. 121.

% bid.

4 Ibid.

5 Abdullah Ath-Thoyaar, al-Bunuk al-Islamiyah Baina an-Nazhariyah wa at-Tathbiig,
Cet. 2, (t.t.p: Dar al-Wathon, 1414 H), him. 307.



dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dikerjakan oleh pihak
ketiga tersebut.

Dalam operasional pembiayaan murabahah ini, pihak lembaga keuangan
syari’ah non-bank berupaya memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank
Indonesia, termasuk Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan Murabahah. Dewan Syari’ah Nasional (DSN) mendefenisikan
murdabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada
pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.’

Berdasarkan rukun bai’ murabahah perjanjian pembiayaan murdbahah
dalam lembaga keuangan syari’ah dibuat berdasarkan empat unsur penting, yaitu:
penjual dan pembeli (a/- ‘dgidan), objek akad (al-ma ‘qiid ‘alayh), harga (tsaman),
dan ijab qabul (sighat). Penjual dalam murdbahah adalah lembaga keuangan
syari’ah, sementara pembelinya adalah anggota, kedua belah pihak harus sepakat
atas transaksi yang dilakukan. Objek akad harus berupa barang yang halal, jelas
spesifikasinya, dan sudah dimiliki oleh lembaga keuangan syari’ah sebelum dijual
kepada anggota. Harga harus mencakup harga pokok pembelian dan margin
keuntungan yang disepakati bersama tanpa ada hal-hal penting yang
disembunyikan. ljab gabul harus dinyatakan secara jelas dan dilakukan dalam
satu majelis, baik secara lisan maupun tertulis dengan menyebutkan harga.
Lembaga keuangan syari’ah juga dapat meminta janji (wa‘ad) dari anggota untuk
membeli barang, namun janji ini bersifat mengikat secara moral dan tidak
dilakukan sebelum barang dibeli oleh lembaga keuangan syari’ah. Perjanjian ini
untuk menjaga keabsahan akad murdbahah dan memastikan transaksi berjalan
sesuai dengan figih muamalah dan terhindar dari unsur riba serta ketidakjelasan

(garar).

6 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murdbahah.

" N. Oneng Nurul Bariyah, “Akad Mua’awadah dalam Konsep Fikih dan Aplikasinya di
Bank Syari’ah, Jurnal AL-Milal, Vol. 1, No. 1, Februari 2013, him. 10.



Akad bai’ murabahah termasuk salah satu instrument penting dalam
pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syari’ah non-bank. Dalam
praktiknya, lembaga keuangan syari’ah non-bank tidak memberikan uang tunai
secara langsung kepada anggota. Sebaliknya, ketika seorang pengusaha atau
individu mengajukan pembiayaan, pihak lembaga keuangan syari’ah akan
terlebih dahulu membeli barang atau jasa yang dibutuhkan, lalu menjualnya
kembali kepada anggota dengan harga yang mencakup keuntungan (margin).
Margin ini biasanya dihitung dalam bentuk persentase tertentu yang telah
disepakati sebelumnya.

Penggunaan akad murdbahah mencakup pembiayaan konsumtif dan
produktif. Pada sektor konsumtif, murdbahah digunakan untuk pembelian rumabh,
kendaraan, barang elektronik, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sementara
dalam pembiayaan produktif, akad ini digunakan untuk pengadaan bahan baku,
alat produksi, barang modal, hingga pembelian mesin untuk investasi jangka
panjang.®

Sebelum transaksi murabahah dilakukan, harus ada kesepakatan antara
anggota dan lembaga keuangan syari’ah non-bank. Anggota mengajukan
permintaan pembiayaan atas barang tertentu, kemudian lembaga keuangan
syari’ah membeli barang tersebut dan menjualnya kembalu kepada anggota
dengan harga yang telah disepakati.

Selain itu, untuk menjamin keamanan pembiayaan, lembaga keuangan
syari’ah non-bank umumnya mensyaratkan jaminan (dhaman/agunan) dari
anggota. Keberadaan jaminan ini terkadang menjadi tantangan bagi anggota yang
tidak memiliki aset yang cukup namun secara prinsip, hal ini dimaksudkan untuk

menjaga tanggung jawab dan kelancaran pengembalian pembiayaan. Akad bai’

8 Muhammad lzazi Nurjaman dkk, “Akad Murdbahah di Lembaga Keuangan Syari’ah
Perspektif Regulasi”, Jurnal Kajian llmu-IImu Hukum, Vol. 19, No. 1, Juni 2021, him. 37.



murabahah menjadi salah satu solusi utama dalam sistem keuangan syari’ah
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa melanggar ketentuan.®

Proses transaksi bai’ murabahah berbeda dengan akad jual beli lainnya,
transaksi murdbahah ini dilakukan dengan cara penjual menyampaikan secara
terbuka harga pembelian barang serta keuntungan (margin) yang diambil. Akad
ini digunakan dalam pembiayaan oleh lembaga keuangan syari’ah non-bank,
pihak lembaga keuangan syari’ah terlebih dahulu membeli barang yang
dibutuhkan, kemudian menjualnya kepada anggota dengan harga yang telah
ditambahkan margin tertentu.°

Sebelum akad dilakukan, barang yang akan dijual harus dimiliki terlebih
dahulu secara sah oleh penjual, lembaga keuangan syari’ah non-bank sebagai
penjual. Kepemilikan barang oleh penjual ini harus nyata dan dapat dibuktikan
misalnya dengan dokumen pembelian dari pemasok atau faktur. Setelah barang
dimiliki oleh penjual barulah dilakukan akad murdabahah, yaitu akad jual beli
penjual menyebutkan harga pokok barang dan margin keuntungan kepada
pembeli. Setelah kedua belah pihak sepakat, maka barang secara sah berpindah
kepemilikannya kepada pembeli. Sejak saat itu, tanggung jawab atas barang
sepenuhnya berada ditangan pembeli, termasuk risiko kerusakan atau kehilangan.
Sebaliknya, apabila kerusakan terjadi sebelum akad dilakukan, maka tanggunng
jawab tersebut masih berada pada pihak penjual karena barang belum berpindah
kepemilikannya.

Sebagai lembaga yang berstatus Koperasi Simpan Pinjam dan
Pembiayaan Syari’ah (KSPPS), Baitul Qiradh Al-Mutawakkil menyalurkan
pembiayaan kepada para anggotanya. Pemberian pembiayaan murdbahah kepada

para anggota, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

® Muhammad lzazi Nurjaman dkk, “Akad Murdbahah di Lembaga Keuangan Syari’ah
Perspektif Regulasi”, Jurnal Kajian limu-Iimu Hukum, Vol. 19, No. 1, Juni 2021, him. 37.

10 Muhammad Syarif Hidayatullah, “Analisis Hadits Ahkam Muamalah dalam Fatwa
DSN MUI tentang Murdbahah, Salam, dan Istishna”, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam,
Vol. 10, No. 2, 2020, him. 233-234.



bertujuan untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan modal usaha.
Dengan adanya modal ini, usaha yang dijalankan dapat berkembang dan
memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan pelaku usaha. Perkembangan
suatu usaha dapat dinilai dari beberapa indikator, seperti peningkatan laba,
bertambahnya volume produksi atau penjualan bertambahnya jumlah tenaga
kerja, serta meningkatnya tingkat pengembalian investasi. Pada skala usaha kecil,
kinerja usaha diukur melalui pertumbuhan pendapatan, peningkatan jumlah
penjualan, perluasan pangsa pasar dan bertambahnya jumlah karyawan.
Meskipun pengaruh pembiayaan murdabahah terhadap peningkatan kesejahteraan
pelaku UMKM tidak terlalu besar, ini tetap menjadi pilihan populer dikalangan
masyarakat karena kemudahannya. Kesejahteraan pelaku UMKM ditentukan
tidak hanya oleh bantuan pembiayaan, tetapi juga oleh jenis usaha yang dijalankan
serta strategi dalam mengelolanya.

Pembiayaan murdbahah pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil saat ini
menjadi salah satu produk yang paling dominan digunakan dan disalurkan kepada
anggotanya yang membutuhkan produk atau barang tertentu. Hal ini disebabkan
kepraktisan dan kemudahan dalam implementasi akadnya, pemahaman yang lebih
mudah bagi masyarakat, serta tingkat risiko yang relatif rendah. Selain itu,
pembiayaan murabahah juga dianggap menguntungkan bagi pihak lembaga
keuangan syari’ah non-bank. Tujuan utama dari pembiayaan ini adalah untuk
meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, menyediakan akses dana bagi
pengembangan usaha, mendorong produktivitas, menciptakan lapangan kerja
baru, dan mendukung pemerataan pendapatan di masyarakat.'!

Lembaga keuangan syari’ah non-bank melakukan penetapan margin atau
keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan

keuntungan yang akan diambil, biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi

1 Aam Ridwan dkk, “Pengaruh Pembiayaan Murdbahah dan Mudharabah terhadap
Kesejahteraan Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Syari’ah Indonesia KCP BSD Tangerang
Selatan)”, Jurnal Kajian Hadits dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 2024, him.70.



timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. Salah satu metode yang
dapat digunakan dalam melakukan penghitungan harga jual pada pembiayaan
murabahah dapat dirumuskan dengan harga jual lembaga keuangan syari’ah
dihitung berdasarkan penjumlahan antara harga beli lembaga keuangan syari’ah
non-bank, cost recovery (pemulihan biaya), dan keuntungan. Cost recovery
diperoleh dari pembagian proyeksi biaya operasional dengan target volume
pembiayaan. Sementara itu margin dalam bentuk persentase dihitung dengan
rumus: (cost recovery + keuntungan) dibagi harga beli lembaga keuangan syari’ah
non-bank, kemudian dikalikan 100%.*?

Berdasarkan hasil wawancara pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil praktik
pembiayaan murabahah yang dilaksanakan tidak selalu dilakukan melalui
prosedur pembelian barang secara langsung oleh pihak lembaga. Dalam beberapa
kasus, pembiayaan diberikan kepada anggota dalam bentuk dana yang kemudian
digunakan oleh anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan secara mandiri.
Praktik ini ditemukan pada beberapa anggota yang menerima pembiayaan.*3

Barang yang dapat dijadikan objek pembiayaan murdbahah di Baitul
Qiradh Al-Mutawakkil harus memenuhi beberapa ketentuan, seperti barang
tersebut harus halal dan sesuai dengan figih muamalah. Barang harus memiliki
nilai manfaat dan bukan barang yang bersifat haram atau merusak. Barang harus
diketahui secara jelas spesifikasi, harga, dan kualitasnya baik oleh pihak Baitul
Qiradh maupun oleh anggota. Selain itu, barang juga harus tersedia secara fisik

atau dapat dihadirkan oleh pihak Baitul Qiradh sebelum dijual kepada anggota.

12 Abdul Rachman dan Erik Pratama, “Penetapan Margin dalam Pembiayaan
Murdbahah”, Jurnal I1slaminomic, Vol. 7, No. 2, Agustus 2016, him. 18.

13 Hasil Wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil, pada Tanggal 10 Februari 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda
Aceh.



Objek pembiayaan tidak boleh berupa jasa, atau barang yang belum dimiliki oleh
lembaga pembiayaan.'*

Dalam praktik pembiayaan murabahah di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil,
terdapat dua pola pelaksanaan yang diterapkan sesuai dengan jenis kebutuhan
anggota. Untuk kebutuhan barang yang bernilai besar dan tahan lama, seperti
handphone atau peralatan usaha, pihak Baitul Qiradh terlebih dahulu melakukan
survei terhadap kebutuhan dan kemampuan anggota, Sebagai contoh, salah satu
anggota mengajukan pembiayaan untuk membeli sebuah handphone yang
memiliki harga sekitar Rp1.500.000. Dalam konsep murabahah, scharusnya
pihak lembaga terlebih dahulu membeli barang tersebut kemudian menjualnya
kembali kepada anggota dengan menambahkan margin keuntungan yang
disepakati. Misalnya, apabila ditetapkan margin keuntungan sebesar Rp300.000,
maka harga jual barang tersebut menjadi Rp1.800.000 yang kemudian dibayarkan
oleh anggota melalui sistem angsuran dalam jangka waktu tertentu.’® Namun
dalam praktiknya, pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil tidak secara langsung
membeli handphone tersebut, melainkan memberikan pembiayaan dana kepada
anggota untuk melakukan pembelian barang secara mandiri. Dengan demikian,
anggota menerima dana terlebih ' dahulu kemudian membeli barang yang
dibutuhkan sendiri, sementara pihak lembaga menetapkan jumlah pengembalian
berdasarkan harga pokok dan margin yang telah disepakati dalam perjanjian
pembiayan.

Berbeda dengan pola di atas, untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif
atau rutin seperti sembako, pihak Baitul Qiradh menggunakan akad wakalah,
yaitu memberikan dana kepada anggota untuk dibelanjakan sendiri. Anggota

kemudian menyerahkan bukti pembelian kepada pihak Baitul Qiradh. Sebagai

14 Hasil wawancara dengan Delvia Rizki, Adm Pembiayaan KSPPS Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil, pada Tanggal 22 April 2025 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

15 1bid.
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contoh, anggota membawa bukti pembelian sembako senilai Rp4.672.000 dengan
rincian harga pokok Rp4.000.000 dan margin yang disepakati sebesar Rp672.000
untuk jangka waktu enam bulan dengan cicilan mingguan sebesar Rp195.000
selama 24 kali angsuran. Setelah bukti pembelian diterima, pihak Baitul Qiradh
menandatangani akad murabahah dengan anggota.

Jangka waktu pelunasan pembiayaan murabahah di Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil bersifat fleksibel dan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara
pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dan anggota. Rentang waktu pelunasan
bervariasi mulai dari yang singkat, seperti 15 hari, hingga yang lebih panjang,
yaitu sekitar 10 bulan. Penetapan jangka waktu ini mempertimbangkan
kemampuan finansial anggota, jenis usaha, serta nilai barang yang dibiayai.
Fleksibilitas ini bertujuan agar anggota dapat melunasi cicilan dengan lancar
tanpa memberatkan kondisi keuangan mereka, sekaligus menjaga kelancaran arus
kas lembaga.®

Meskipun akad wakalah dibolehkan dalam figih muamalah, praktik di
lapangan menunjukkan bahwa pihak Baitul Qiradh tidak selalu memiliki barang
secara langsung sebelum menjualnya kembali kepada anggota. Dalam kondisi ini,
pembiayaan murdabahah cenderung hanya menjadi formalitas karena anggota
sebenarnya menerima dana dan membeli barang sendiri. Selain itu, anggota sering
kali hanya mengetahui jumlah cicilan yang harus dibayar tanpa memahami secara
rinci berapa harga pokok dan berapa margin yang ditetapkan. Ini yang dapat
menimbulkan potensi unsur garar karena terdapat ketidakjelasan mengenai status
kepemilikan barang dan keterbukaan harga, yang dapat merugikan salah satu
pihak dan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam akad

murdbahah.t’

16 Hasil wawancara dengan Delvia Rizki, Adm Pembiayaan KSPPS Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil, pada Tanggal 22 April 2025 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh.

17 Ibid.
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Praktik tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh
pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dalam beberapa kasus lebih menyerupai
pemberian dana kepada anggota dibandingkan dengan transaksi jual beli barang
secara langsung sebagaimana konsep murabahah dalam figih muamalah. Dalam
akad murabahah seharusnya lembaga keuangan syari’ah terlebih dahulu membeli
dan memiliki barang yang akan dijual kepada anggota sebelum akad dilakukan.
Namun dalam praktik di lapangan, proses pembelian barang lebih banyak
dilakukan oleh anggota sendiri sehingga kepemilikan barang oleh lembaga tidak
terjadi secara nyata sebelum transaksi dilakukan.

Selain itu, permasalahan juga dapat ditemukan dalam klausul perjanjian
pembiayaan murabahah yang digunakan oleh pihak Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil. Dalam beberapa kasus, anggota hanya mengetahui jumlah cicilan
yang harus dibayarkan setiap periode tanpa mendapatkan penjelasan yang rinci
mengenai harga pokok barang serta besaran margin keuntungan yang ditetapkan
oleh pihak lembaga. Kondisi ini berpotensi menimbulkan unsur garar dalam
transaksi karena kurangnya keterbukaan informasi mengenai komponen harga
yang menjadi dasar dalam akad murabahah.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik
pembiayaan murabahah di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil masih terdapat beberapa
hal yang perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait dengan kesesuaian antara
klausul perjanjian pembiayaan dengan pelaksanaan transaksi di lapangan serta
perlindungan terhadap anggota sebagai pihak penerima pembiayaan. Oleh karena
itu, diperlukan suatu penelitian yang lebih mendalam untuk menganalisis klausul
perjanjian pembiayaan murabahah diterapkan serta sejauh mana praktik tersebut
telah sesuai dengan prinsip fiqih muamalah.

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah di atas, penulis
ingin meneliti permasalahan tersebut. Judul yang penulis angkat untuk proposal
ini yaitu Analisis Klausul Perjanjian Pembiayaan Bai’ Murdbahah pada

KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman Banda Aceh.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, penulis akan
menjabarkan beberapa rumusan permasalahan penelitian sebagai fokus
pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Adapun rumusan permasalahan penelitian
ini yaitu:

1. Bagaimana penetapan kontrak dan klausul perjanjian pembiayaan
murdabahah oleh manajemen Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dalam penyaluran
pembiayaan kepada anggota, khususnya yang berkaitan dengan penentuan
harga dan keuntungan?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota dalam Kklausul perjanjian
pembiayaan murdbahah yang dilakukan oleh pihak Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka
penulis menetapkan tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah
penulis tetapkan dalam riset ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penetapan kontrak serta klausul dalam
perjanjian pembiayaan murdbahah oleh manajemen Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil dalam penyaluran pembiayaan kepada anggota, khususnya yang
berkaitan dengan penentuan harga dan keuntungan;

2. Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anggota dalam klausul
perjanjian pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak Baitul Qiradh
Al-Mutawakkil.

D. Penjelasan Istilah
Untuk memudahkan memahami substansi dari variabel dan kata kunci
yang penulis cantumkan dalam judul ini, penulis urgen menjelaskan makna atau

arti dari variabel dan kata kunci tersebut. Bahkan dalam operasional riset ini
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nantinya penjelasan arti kata dari judul akan menjadi penentu dalam memahami
data yang dibutuhkan. Untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa kata dan
frase penting dari judul skripsi ini yaitu Analisis Klausul Perjanjian Pembiayaan
Bai’ Murdabahah pada KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman
Banda Aceh.
1. Analisis
Menurut Oxford Dictionary, analisis adalah kegiatan untuk merincikan
sesuatu atau melakukan pemeriksaan terhadap sesuatu dalam sebuah penelitian
agar dapat dipahami lebih lanjut.®
Menurut para ahli, analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk
membedakan, menguraikan, memilah sesuatu menjadi komponen-komponen
yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami yang bertujuan untuk mengetahui
suatu fakta yang dapat dipercaya.*®
Analisis yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah aktivitas
untuk menguraikan lebih rinci tentang perjanjian pembiayaan murdbahah pada
Baitul Qiradh Al-Mutawakkil mengenai pelaksanaan, proses, serta kepatuhan
perjanjian tersebut terhadap prinsip figih muamalah sehingga dapat
memberikan gambaran komprehensif terhadap praktik murdbahah di Baitul
Qiradh Al-Mutawakkil yang lebih mudah dipahami.
2. Klausul
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), klausul adalah
ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian yang salah satu pokok atau pasalnya

diperluas atau dibatasi.?

18 Oxford Learner’s Dictionaries, diakses melalui https:/www-
oxfordlearnersdictionaries-com.translate.goog/ pada 2 Mei 2025.

¥ Winarso, D., Asrianto, R., dan Al Rasyid, I, “Analisis Tingkat Kepuasan Pengguna
terhadap Penerapan Learning Management System (LSM) Ujian Online Menggunakan Metode E-
Servqual”, Journal of Software Eingineering and Information System (SEIS), 2022, him. 81.

20 Kbbi.web.id.Arti kata Klausul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses
melalui situs: https:/kbbi.web.id/klausul pada tanggal 10 November 2025/ 21.51 WIB.
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Kamus Hukum menjelaskan bahwa klausul adalah rumusan atau
ketentuan tertentu yang ditempatkan dalam suatu kontrak yang berfungsi untuk
mengatur hak, kewajiban, pembatasan maupun kondisi tertentu antara para
pihak.?!

Menurut R. Setiawan, klausul adalah bagian dari perjanjian yang
mengatur secara lebih rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak, termasuk
syarat khusus yang mengatur pelaksanaan prestasi suatu perjanjian.?2

Klausul yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah butir-butir
ketentuan yang tercantum dalam kontrak perjanjian pembiayaan murdbahah
pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil yang mengatur secara rinci mengenai hak
dan kewajiban kedua belah pihak, penetapan harga, margin keuntungan, proses
pembayaran serta ketentuan pelaksanaan akad.

3. Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perjanjian adalah
persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih,
masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan
itu.z

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang
dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat
untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.?*

Menurut Salim HS, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek
yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana

subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum

21 Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika), entri “Klausul”.
22 R, Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, 2019, him. 38.

23 Kbbi.web.id.Arti kata Perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Diakses melalui situs: https://kbbi.web.id/perjanjian pada tanggal 2 Mei 2025/ 21.56 WIB.

24 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), him. 363.
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yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang
telah disepakatinya.?

Perjanjian yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah
kesepakatan antara pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dengan anggota yang
memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam aktivitas transaksi
pembiayaan untuk menguraikan lebih rinci mengenai perjanjian pembiayaan
murdabahah, pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil membeli barang yang
dibutuhkan anggota lalu menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang
disepakati.

4. Pembiayaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembiayaan adalah
penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan persetujuan
atau kesepakatan antara lembaga keuangan syari’ah baik bank syari’ah
maupun non-bank dengan anggota yang mewajibkan pihak yang dibiayai
untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil.?®

Menurut M. Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan
merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan syari’ah baik bank
syari’ah maupun non-bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi
kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.?’

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dimaksud
pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga

keuangan syari’ah baik bank syari’ah maupun non-bank dengan anggota yang

% Salim MS, Hukum Kontrak, Teori, & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar
Grafika, 2020, hIm. 27. (Selanjutnya disebut Salim HS 1).

% Kbbi.web.id.Arti kata Pembiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
Diakses melalui situs: https://kbbi.web.id/pembiayaan pada tanggal 3 Mei 2025/20.06 WIB.

2 Gokmat, “Defenisi Pembiayaan,” diakses
http://gokmat20.blogspot.com/2010/07/defenisi-pembiayaan.html pada 16 Juli 2010.


https://kbbi.web.id/pembiayaan
http://gokmat20.blogspot.com/2010/07/defenisi-pembiayaan.html
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mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu
tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.?®

Pembiayaan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah aktivitas
untuk menguraikan lebih rinci tentang penyediaan dana atau fasilitas keuangan
oleh lembaga keuangan syari’ah baik bank syari’ah maupun non-bank kepada
pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) berdasarkan akad yang sesuai
dengan prinsip figih muamalah.

5. Bai’ Murdbahah

Bai’ Murabahah adalah akad jual beli suatu barang pihak penjual
menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan
atas barang dan harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.?°

Menurut Wiroso dalam bukunya, bai’ murdbahah didefinisikan oleh
para fugaha sebagai penjualan barang sehingga biaya/harga pokok (cost)
barang tersebut ditambah mark-up/keuntungan yang disepakati.*

Bai’ Murabahah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah
aktivitas untuk menguraikan lebih rinci tentang suatu akad jual beli antara
Baitul Qiradh Al-Mutawakkil sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli,
pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil terlebih dahulu membeli barang yang
dibutuhkan oleh anggota dengan harga yang terdiri atas harga pokok ditambah
margin keuntungan yang disepakati bersama.

6. Baitul Qiradh

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga
Keuangan Syari’ah (LKS) Pasal 1 angka 19 menyebutkan bahwa Baitul Qiradh
adalah lembaga keuangan mikro syari’ah yang didirikan oleh masyarakat

dan/atau pemerintah Aceh yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan

28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2 Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institusi Bankir Indonesia, Konsep, Produk
dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah, (Jakarta: Djambatan, 2020), hIm. 76.

30 Wiroso, Jual Beli Murdabahah, (Yogyakarta: Ull Press, 2005), him. 13.
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prinsip figih muamalah dalam rangka memberdayakan ekonomi dan usaha
mikro masyarakat.!

Baitul Qiradh yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah
aktivitas untuk menguraikan lebih rinci tentang lembaga keuangan syari’ah
mikro yang berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya dalam  bentuk = pembiayaan = kepada  masyarakat
berpenghasilan rendah, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah dengan
tujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan
dan meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan produktif dan konsumtif

secara syari’ah.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk mengetahui kajian yang memiliki teori,
konsep atau variabel yang sama dengan penelitian ini, sehingga dengan adanya
ulasan ini dapat diketahui posisi penelitian yang penulis lakukan dalam riset yang
hampir serupa sehingga tidak terjadi duplikasi dan plagiasi. Berikut ini penulis
paparkan riset-riset sebelumnya baik artikel, jurnal, tesis maupun skripsi yang
memiliki relasi dengan riset yang berjudul  ”Analisis Klausul Perjanjian
Pembiayaan Bai’ Murdbahah pada KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec.
Baiturrahman Banda Aceh”.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rizma Salsabillah, mahasiswi program
studi Perbankan Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2023 berjudul “Efektivitas
Pembiayaan Murdbahah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada
Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah Baitul Qiradh Baiturrahman

Banda Aceh)”.*? Hasil penelitian ini menunjukkan pembiayaan murdbahah pada

31 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syari’ah.

32 Rizma Salsabillah, “Efektivitas Pembiayaan Murdbahah Pada Usaha Mikro Kecil
Menengah (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah Baitul Qiradh
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UMKM di Baitul Qiradh Baiturrahman kurang efektif diukur dari empat indikator
yaitu pemenuhan standar, kepuasan pengguna, tingkat kredit macet, perubahan
yang dicapai. Kemudian Baitul Qiradh Baiturrahman mengalami beberapa
kendala yang berupa dalam konsep akad yang diberikan kepada pihak UMKM,
kredit bermasalah, adanya pihak rentenir dan dana Kredit Usaha Rakyat.

Dari penjelasan di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara riset yang
ditulis oleh Rizma Salsabillah dengan yang penulis kaji. Persamaan antara kedua
penelitian terdapat pada pembahasan tentang efektivitas pembiayaan murdbahah
pada Baitul Qiradh. Perbedaannya, penelitian Rizma Salsabillah berfokus pada
efektivitas pembiayaan terhadap UMKM melalui pendekatan indikator Kinerja.
Sedangkan penelitian yang penulis kaji lebih menitikberatkan aspek hukum dan
kesesuaian pelaksanaan akad murdbahah berdasarkan prinsip figih muamalah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rosa Amelya, mahasiswa program
studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2022 dalam Jurnal Ekonomi dan
Keuangan Syari’ah Volume 3 Nomor 2, berjudul “Analisis Implementasi
Murdbahah Bi Al-Wakalah pada Bank Aceh Syari’ah” .3 Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa mekanisme penerapan akad murdbahah bi al-wakalah di PT
Bank Aceh Syari’ah adalah pertama bank memberikan surat kontrak perjanjian
kepada nasabah untuk ditandatangani bersama. Kontrak yang ditandatangani
terdiri dari akad wakalah dan murabahah.

PT Bank Aceh Syari’ah beserta nasabah menandatangani kedua berkas
akad secara bersamaan kemudian nasabah dapat mengambil produk yang sudah
dibiayai tanpa ada kewajiban untuk mengkonfirmasi kepada bank terkait

pembelian barang tersebut. Biaya atau cost yang dikeluarkan nasabah di dalam

Baiturrahman Banda Aceh”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Darussalam), 2023.

3 Rosa Amelya, “Analisis Implementasi Murdbahah Bi Al-Wakalah pada Bank Aceh
Syari’ah”, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syari’ah, Vol. 3, No. 2, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Darussalam), 2022.
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implementasi akad murdbahah bi al-wakalah pada PT bank syari’ah kurang
efisien karena munculnya biaya berlebih (double cost) yang dikeluarkan nasabah
dalam proses pembiayaan. Bank mewakilkan pembelian kepada nasabah tanpa
memberikan upah (ujrah/fee). Efisiensi cost seharusnya dapat dilakukan dengan
adanya pengajuan hak bagi nasabah terhadap upah pembelian barang, sehingga
double cost yang sebelumnya ditetapkan bank dapat dikurangi dengan pengajuan
hak upah tersebut.

Adapun persamaan dan perbedaan antara jurnal yang ditulis oleh Rosa
Amelya dengan penelitian yang penulis teliti, kedua penelitian ini memiliki
kesamaan pada objek pembahasan tentang penerapan murdbahah sebagai
instrumen pembiayaan dalam lembaga keuangan syari’ah baik bank syari’ah
maupun non-bank. Perbedaannya, penelitian Rosa Amelya lebih menekankan
pada aspek teknis dan prosedur pelaksanaan murdbahah bi al-wakalah di bank
syari’ah, sedangkan penelitian penulis lebih mendalami keabsahan isi perjanjian
pada lembaga keuangan mikro syari’ah serta perlindungan hukum bagi anggota.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh M. Kalkausar, mahasiswa program studi
Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2022, berjudul “Analisis Perjanjian
Pembiayaan Pembelian Motor pada PT FIF Syari ’ah Cabang Banda Aceh Pasca
Pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 dalam Perspektif Akad Ba’i
Murdbahah” 3* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan diktum-
diktum perjanjian yang telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang dimuat
dalam Qanun LKS, pada penerapannya pihak manajemen PT FIF Syari’ah
mengutamakan kesepakatan dari pada pihak konsumen sebelum melanjutkan

kontrak. Klausula dan diktum perjanjian yang telah dimuat dalam kontrak

3 M. Kalkausar, “Analisis Perjanjian Pembiayaan Pembelian Motor pada PT FIF
Syari’ah Cabang Banda Aceh Pasca Pemberlakuan Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 dalam
Perspektif Akad Ba’i Murdbahah”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Darussalam), 2022.
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perjanjian pada PT FIF Syari’ah cabang Banda Aceh ini juga telah memenuhi
syarat sah jual beli dalam bentuk akad ba’i murdbahah, di dalamnya meliputi
subyek hukum, keterangan objek yang jelas, keterbukaan harga dan perolehan
margin keuntungan, biaya-biaya, penetapan denda dan pemberi kuasa atas
jaminan fidusia.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis pada fokus
kajiannya tentang keabsahan akad berdasarkan rukun dan syarat dalam figih
muamalah. Perbedaannya, penelitian M. Kalkausar fokus pada sektor pembiayaan
konsumtif di lembaga pembiayaan berbasis syari’ah pasca regulasi daerah,
sedangkan penelitan penulis lebih memusatkan kajian pada pembiayaan produktif
untuk UMKM serta operasional akad di lembaga mikro berbasis koperasi.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Tita Nurjanah Sri Rahayu,
mahasiswa program studi Akuntansi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 2023 dalam
Jurnal Al-Fiddhoh Volume 4 Nomor 2, berjudul “Analisis Pembiayaan
Murdbahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syari ah
KCP Ujung Berung)”.*® Hasil penelitian menunjukan bahwa Bank Mandiri
Syari’ah kantor cabang Ujung Berung adalah bank yang menerapkan aturan
perjanjian yang berdasarkan Hukum Islam antara bank dengan pihak lain, baik
dalam hal untuk penyimpanan dana atau pun pembiayaan. Kesesuaian di BSM
dan PSAK 102 didalam pengukuran harga yang di sepakati sedangkan dalam
penyajian dan pengungkapan tidak sesuai, tidak sesuainya didalam PSAK 102
dijelaskan secara detail dari penjual dan pembeli sedangkan di BSM hanya pada

Bank saja.

% Tita Nurjanah Sri Rahayu, “Analisis Pembiayaan Murdbahah Berdasarkan PSAK 102
(Studi Kasus Pada Bank Mandiri Syari’ah KCP Ujung Berung) ”, Jurnal Al-Fiddhoh, Vol. 4, No.
2, (Bandung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati,
Bandung), 2023.
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas
pembiayaan murdbahah sebagai produk utama pada lembaga keuangan syari’ah
dengan fokus pada implementasi akad yang sesuai dengan prinsip figih muamalah
dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Perbedaannya, penelitian Tita Nurjanah Sri
Rahayu menggunakan pendekatan akuntansi dengan mengacu pada PSAK 102
untuk menganalisis penyajian laporan keuangan, sedangkan penelitian penulis
menekankan sisi yuridis dalam perjanjian pembiayaan dan keterbukaan margin
keuntungan dalam akad.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Amir Mukadar dkk, mahasiswa
Program Studi Akuntansi Fakultas Manajemen dan Ekonomi Islam Universitas
Muhamadiyah Bengkulu pada Tahun 2021 dalam jurnal IImiah VVolume 4 Nomor
1, berjudul “Analisis Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro
Syari’ah (Studi Kasus pada LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu)”.*® Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa praktik murdbahah di lembaga keuangan
mikro syari’ah belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, khususnya
terkait tidak adanya janji pembelian dari anggota sebelum lembaga membeli
barang, dan pemberitahuan awal mengenai potongan pelunasan (mugashah) yang
seharusnya tidak diperjanjikan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis pada fokus kajiannya
tentang implementasi pembiayaan murdbahah yang diterapkan oleh LKMS
dalam praktiknya. Perbedaannya, penelitian Amir Mukadar dkk lebih fokus pada
sisi operasional dan pencatatan akuntansi serta kepatuhan pada regulasi OJK,
sedangkan penelitian penulis lebih mendalami aspek keabsahan hukum akad dan

perlindungan konsumen dalam pelaksanaan akad di lapangan.

%6 Amir Mukadar, dkk. “Analisis Pembiayaan Murdbahah pada Lembaga Keuangan
Mikro Syari’ah (Studi Kasus pada LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu)”, Jurnal limiah, Vol. 4,
No. 1, (Bengkulu: Fakultas Manajemen dan Ekonomi Islam Universitas Muhamadiyah
Bengkulu), 2021.
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Berdasarkan hasil paparan penelitian yang telah disampaikan, penulis
dapat menegaskan bahwa penelitian ini bebas dari plagiasi dan tidak mengandung
pengulangan dari penelitian sebelumnya. Secara signifikan, penulis dapat
memposisikan penelitian ini sebagai suatu kajian yang memiliki keunikan dan
kontribusi ilmiah yang berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian
terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki signifikansi akademik yang
tinggi dan layak untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah berupa
skripsi, guna memperdalam analisis serta memberikan wawasan baru dalam

bidang yang diteliti.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah prosedur dan langkah-langkah sistematis yang
peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi berupa data penelitian yang
bertujuan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian
dengan objektif dan sistematis.3’ Untuk memperoleh gambaran terkait prosedur
langkah-langkah penelitian yang peneliti lakukan, berikut penjabaran tahapan-
tahapan yang dilakukan, yaitu:
1. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian merupakan rancangan yang disusun untuk
memperoleh jawaban atas pertanyaan penulis yang telah dirumuskan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan
yang menggabungkan kajian terhadap norma-norma hukum tertulis (yuridis)
dengan data dan fakta di lapangan (empiris).
Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji dasar-dasar hukum yang
mengatur pembiayaan murabahah berdasarkan prinsip-prinsip figih muamalah

dan berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor

37 Abdul Fattah Nasution, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Harva Creative,
2023), him. 1.



23

21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018
tentang Lembaga Keuangan Syari’ah, dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murdbahah. Pendekatan ini digunakan
untuk mengkaji aspek legalitas akad berdasarkan hukum positif dan kaidah
figih muamalah, seperti syarat kepemilikan barang sebelum akad, kejelasan
harga pokok dan margin keuntungan dalam pembiayaan murdabahah, serta
sahnya ijab kabul antara pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dengan anggota.

Pendekatan empiris, penulis mengumpulkan data langsung dari Baitul
Qiradh Al-Mutawakkil melalui wawancara dan observasi dengan pengelola
dan anggota yang menjadi anggota pembiayaan. Pendekatan ini bertujuan
untuk meneliti praktik murdbahah sesuai dengan prinsip figih muamalah dan
ketentuan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan
seperti pelaksanaan akad yang hanya bersifat formalitas, ketidakterbukaan
dalam penetapan margin, atau adanya indikasi garar (ketidakjelasan) dalam isi
perjanjian.

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan riset yang dapat
dikategorikan sebagai penelitian kualitatif- (qualitative research). Untuk
spesifik prosedur penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menggunakan
jenis  penelitian  deskriptif —analisis dengan cara menggambarkan,
mendeskripsikan dan menjelaskan fakta secara aktual berdasarkan realita yang
diperoleh dilapangan.®

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis untuk
menjelaskan fakta-fakta empiris di lapangan terkait mekanisme pembiayaan
murabahah, mulai dari proses akad, penetapan harga pokok dan margin

keuntungan, hingga jangka waktu pembayaran serta mengkaji praktik yang

38 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2021), him. 6.
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terjadi dengan menganalisis kesesuaiannya dengan dengan prinsip-prinsip
figih muamalah dan ketentuan hukum syari’ah serta peraturan perundang-
undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syari’ah, Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000
tentang Pembiayaan Murdbahah dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018
tentang Lembaga Keuangan Syari’ah.
3. Sumber Data
Sumber data adalah segala sesuatu yang merujuk pada referensi atau
informasi yang didapatkan oleh penulis mengenai data yang diteliti seperti
wawancara, responden dan narasumber, catatan benda, atau dokumen.®®
Adapun mengenai sumber data pada riset ini dapat dikelompokkan menjadi
dua bagian yaitu:
a. Data Primer
Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari
sumber pertama yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang
dikaji dalam penelitian ilmiah. Data primer diperolenh melalui penelitian
lapangan (field research) dengan wawancara serta melalui dokumentasi
yang didapatkan langsung dari lokasi penelitian.*°
Adapun data primer dalam riset ini diperoleh melalui wawancara
dengan Agus Sanusi sebagai general manager KSPPS Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil, Delvia Rizki dan Yatna sebagai adm pembiayaan serta Asrim,
Rahman dan Winda sebagai anggota Baitul Qiradh Al-Mutawakkil
Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh terkait proses perjanjian pembiayaan
murabahah, ketentuan tentang produk sebagai objek pembiayaan

murabahah, penguasaan produk pada pembiayaan murdabahah, jangka

% Muhammad Siddig, Buku Pedoman Penulis Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), him. 37-38.

40 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2021), him. 157.
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waktu pada pembiayaan murdbahah Serta penetapan harga dan margin-nya
di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan informasi tambahan yang berfungsi untuk
memperkuat data primer dalam suatu penelitian. Sumber data sekunder
dalam penelitian ini diperolen melalui menelaah dan analisis berbagai
literatur bacaan yang berkaitan erat dengan riset ini, seperti Fatwa DSN-
MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murdbahah, buku-
buku figih muamalah, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, skripsi, serta
dokumen regulasi seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syari’ah dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Lembaga Keuangan Syari’ah serta berbagai referensi lain yang
berhubungan dengan riset yang akan diteliti, yaitu analisis perjanjian
pembiayaan murabahah pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kecamatan
Baiturrahman Banda Aceh.
4. Teknik Pengumpulan Data
Data merupakan hasil dari pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta
maupun angka. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini,
penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya dengan
motode wawancara dan dokumentasi.
a. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang
berperan penting dalam bidang yang akan diteliti.** Dalam pelaksaannya,
penulis menggunakan wawancara dengan bentuk guiden interview dengan

membuat beberapa pertanyaan dan kerangka wawancara secara sistematis

41 Muhammad Teguh, Metode Penelitian Ekonomi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2005), him. 136.
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yang akan diajukan kepada responden untuk memperoleh data yang valid
terkait perjanjian pembiayaan murdbahah, ketentuan tentang produk
sebagai objek pembiayaan murdbahah, penguasaan produk pada
pembiayaan murdbahah, jangka waktu pada pembiayaan murdbahah serta
penetapan harga dan margin-nya. Responden pada penelitian dilakukan
secara langsung dengan Agus Sanusi sebagai general manager KSPPS
Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Delvia Rizki dan Yatna sebagai adm
pembiayaan serta Asrim, Rahman dan Winda sebagai anggota Baitul Qiradh
Al-Mutawakkil Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh terkait dengan
perjanjian pembiayaan murdbahah.
b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mengumpulkan data dalam bentuk dokumen-dokumen tertulis
dari lembaga/institusi yang tidak dipublikasikan secara resmi yang berkaitan
dengan pembahasan atau permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini,
penulis mendapatkan data dengan menggunakan metode dokumentasi pada
data-data primer, dokumen yang didapatkan penulis berupa surat aksep,
surat keterangan ahli waris dan brosur akad perjanjian pembiayaan
murdbahah pada KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.
5. Langkah-Langkah Analisis Data
Langkah analisis data merupakan proses pengolahan data yang
diperoleh peneliti untuk menghasilkan jawaban atas permasalahan yang telah
dirumuskan berdasarkan data yang valid dan objektif. Pada tahap ini, data yang
telah dikumpulkan secara lengkap akan diolah guna memperoleh kebenaran
yang digunakan untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah. Proses
analisis data penelitian ini meliputi di antaranya:
a. Menyajikan data dengan memahami secara menyeluruh praktik

pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Baitul Qiradh Al-Mutawakkil
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serta mengidentifikasi substansi perjanjian seperti tahapan akad, jenis
barang dan pihak-pihak yang terlibat.

b. Menelaah proses pelaksanaan perjanjian, mulai dari pengajuan pembiayaan,
survei kebutuhan anggota, pembelian barang hingga penandatanganan akad
murabahah termasuk pengkajian terhadap struktur akad dan dokumen
pendukung.

c. Menganalisis kesesuaian praktik pembiayaan murdbahah dengan prinsip
figih muamalah dan ketentuan hukum syari’ah, seperti kejelasan harga
pokok dan margin, kepemilikan barang sebelum akad serta perlindungan
hukum bagi anggota.

d. Menyajikan seluruh hasil analisis dalam bentuk narasi yang runtut dan
sistematis sebagai bagian dari penulisan skripsi, sehingga dapat
memberikan gambaran ilmiah tentang pelaksanaan pembiayaan murdabahah
di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.

. Pedoman Penulisan

Untuk mendapatkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah
penulisan karya ilmiah, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan

Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi

Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Al-Qur’an serta

terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Selain itu, penulis juga merujuk pada pedoman lain yang relevan, seperti

peraturan perundang-undangan terkait, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), buku-buku figih muamalah dan

berbagai riset terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan

pedoman tersebut, penulis berupaya menyajikan penelitian yang sistematis,

ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca.
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G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini penting untuk dijelaskan agar memudahkan
penulisan dan pemahaman. Sistematika yang terdapat pada skripsi ini terbagi
menjadi empat bab dan masing-masing bab tersebut terdapat sub-bab di dalamnya
yang saling berkaitan, adapun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan,
sehingga dari bab ini dapat memperoleh gambaran umum tentang pembahasan
pada skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika
penulisan.

Bab dua, merupakan landasan teoritis yang berisikan kajian teoritis
mengenai tinjauan umum dan landasan teori terkait konsep jual beli murdbahah,
yaitu pengertian dan dasar hukum murdabahah, pendapat para ulama mazhab,
rukun dan syarat akad, serta ketentuan hukum syari’ah berdasarkan figih
muamalah, Fatwa DSN-MUI, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Bab tiga, merupakan pembahasan dari hasil penelitian yaitu tentang
implementasi perjanjian pembiayaan murdabahah pada Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil termasuk prosedur penetapan akad, proses pembiayaan, perhitungan
margin keuntungan, sistem jaminan, dan analisis kesesuaian dengan prinsip figih
muamalah serta perlindungan hukum bagi anggota.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan
yang telah dijelaskan serta saran yang menyangkut dengan penelitian, penulisan

dan penyusunan skripsi ini.
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KONSEP BAI’ MURABAHAH DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Bai’ Murdbahah

1. Pengertian Akad Bai’ Murdibahah

Menurut bahasa bai’ murdbahah berasal dari kata ribh yang memiliki
makna beruntung atau mendapatkan keuntnngan. Sedangkan secara istilah kata
bai’ murdbahah memiliki arti yaitu suatu proses transaksi jual beli dimana
harga jual barang sama dengan harga beli diawal kemudian di tambah dengan
keuntungan yang telah di ketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan
transaksi.

Dalam kajian figh muamalah, istilah bai’ murdbahah merupakan

).%2 Para

bentuk Masdar dari kalimat Ribhun yang berarti ziyadah (tambahan
fuqaha mendefenisikan bai’ murdbahah sebagai praktik penjualan barang
seharga biaya atau harga pokok (cosf) barang tersebut ditambah mark-up atau
margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut Fatwa
DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa yang dimaksud
dengan bai’ murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan
harga belinya dan pembeli membayarnya dengan harga yang telah sebagai
laba.®®

Menurut Usmani bai’ murdbahah merupakan kegiatan jual beli yang
dilakukan dengan menetapkan harga barang kemudian ditambah keuntungan

yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.* Para ulama membagi jual beli

42 Rozalinda, Figih Ekonomi Syari’ah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor
Keuangan, (Jakarta: Rajawali Persada, 2016), him. 83.

4 Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murdbahah.
4 Haryoso, Figh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Deepublish, 2017), him. 82
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kepada dua jenis, yaitu musawamah (saling tawar-menawar) dan murdbahah
(saling beruntung).*

Menurut peraturan perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syari’ah Pasal 19 ayat (1) huruf d, bai’ murdbahah
dipahami sebagai bentuk pembiayaan barang dengan menjelaskan kepada
pembeli mengenai harga beli kemudian dijual kembali dengan harga yang
lebih dianggap sebagai keuntungan yang telah disepakati anatara kedua belah
pihak.4®

Selanjutnya, Berdasarkan PSAK 59 tentang akuntansi perbankan
syariah paragraf 52 menjelaskan bahwa bai’ murabahah merupakan akad jual
beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin)
yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dikesimpulkan bahwa bai’
murabahah merupakan prinsip jual beli yang mana harga jualnya terdiri dari
harga pokok yang ditambahkan keuntungan yang telah disepakati bersama.
Akad jual beli pada lembaga keuangan syari’ah baik bank syari’ah maupun
non-bank bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli dengan
perantara (supplier), pihak lembaga keuangan syari’ah memesan barang yang
diinginkan anggota terlebih dahulu dan pengambilan atas barang tersebut
dilakukan oleh anggota sebagai agen dan proses pembayaran dilakukan secara
tunai ataupun dicicil sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan

bersama.

% Rozalinda, Figih Ekonomi Syari’ah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor
Keuangan, (Jakarta: Rajawali Persada, 2016), him. 84.

46 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah, Pasal !9 ayat (1)
huruf d dijelaskan dalam Muhammad dan Setyoningsih, “Kajian terhadap Akad Murdbahah
dengan Kuasa Membeli dalam Praktik Bank Syariah”, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No.1 (Juni
2018), hlm. 93-101.
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2. Dasar Hukum Akad Bai’ Murdbahah
Secara umum, dasar hukum akad bai’ murdbahah lebih mencerminkan
anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur’an

sebagai berikut:

a. Firman Allah QS. An-Nisa [4]: 29

o e 5585 31N by oK o 5 Y gl 50 it

L5 35 O bl & a8l 5l 3
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyanyang kepadamu.
(Q.S An-Nisa [4]: 29).%

Q.S An-Nisa ayat 29 menegaskan bahwa seseorang dilarang
memperoleh harta orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan,
seperti riba, perjudian, penipuan dalam jual beli, atau perampasan. Islam
hanya membolehkan perpindahan kepemilikan harta apabila dilakukan
melalui transaksi yang sah dengan dasar kerelaan dan kesepakatan antara
kedua belah pihak. Prinsip ini sangat sesuai dengan praktik pembiayaan
murabahah di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, akad jual beli dilakukan
secara terbuka dan tanpa paksaan, sehingga hak dan kewajiban kedua belah

pihak tetap terjaga sesuai syari’ah.
b. Firman Allah QS. Al-Maidah [5]: 1
5 e i ) i g S0 L S i g 0
E ’ o v‘l @ % 291 @
LG ASE ) o) 3 15l aZal)
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Dihalalkan bagimu

binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian
itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan

47 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019
(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Q.S. An-Nisa [4]: 29, him. 117.
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haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang
dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 1).%

Q.S. Al-Maidah ayat 1 menckankan pentingnya menepati
perjanjian, sebagaimana perintah Allah kepada orang-orang beriman untuk
memenuhi akad yang telah disepakati. Ayat ini juga menyinggung tentang
kehalalan binatang ternak yang diberikan kepada manusia, dengan
pengecualian yang telah ditentukan dalam syariat. Relevansi ayat ini terlihat
dalam perjanjian pembiayaan murabahah di Baitul Qiradh Al-MutawakKil,
dengan akad jual beli yang harus dilakukan secara jelas. Dalam praktiknya,
pembiayaan murabahah memerlukan keterbukaan dalam penentuan harga,
kesepakatan bersama antara pembeli dan lembaga keuangan syari’ah, serta
pemenuhan kewajiban sesuai akad.

c. Firman Allah QS. Al-Bagarah [2]: 283

Il 3505 Vg Kk ol 3B 288 233 G115 e e 28 0
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Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang
pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika
sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai
itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada
Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena

siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Bagarah [2]: 283).%°

Q.S. Al-Bagarah Ayat 283 menekankan pentingnya kejujuran,
amanah, dan keterbukaan dalam transaksi keuangan. Jika tidak ada

pencatatan atau bukti tertulis, diperbolehkan adanya jaminan berupa barang

4 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019
(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Q.S. An-Nisa [5]: 1, him. 126.

49 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019
(Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), Q.S. An-Nisa [2]: 283, him. 48.
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yang dipegang sebagai pengaman. Namun, apabila salah satu pihak
mempercayai pihak lain, maka pihak yang dipercaya wajib menunaikan
amanah dengan baik. Dalam konteks pembiayaan murabahah, ayat ini
menegaskan perlunya keterbukaan dan tanggung jawab dalam setiap

perjanjian.

. Hadits Riwayat Bukhari Nomor 1972
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Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah menceritakan kepada kami
Habban telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan
kepada kami Qatadah dari Abu Al Khalil dari ‘Abdullah bin Al Harits dari
Hakim bin Hizam radliallahu ‘anhu bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda: ”Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan
khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama
keduanya belum berpisah”. Hammam berkata: “Aku dapatkan dalam
catatanku (Beliau bersabda): “Dia boleh memilih dengan kesempatan
hingga tiga kali. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya
maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan
cacat dan berdusta maka mungkin keduanya akan mendapatkan untung
namun akan hilang keberkahan jual beli keduanya”. Hibban berkata; Dan
telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami
Abu At-Tayyah bahwa dia mendengar ‘Abdullah bin Al Harits
menceritakan tentang hadits ini dari Hakim bin Hizam radliallahu ‘anhu dari
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam. (HR. Bukhari).>°

Hadis riwayat Bukhari Nomor 1972 yang disampaikan oleh Hakim
bin Hizam menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli, kedua belah pihak

57.

50 HR. Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz Il (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), No. 1972, him.
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diberikan hak khiyar (memilin) selama akad belum berakhir. Apabila
keduanya jujur dan terbuka dalam bertransaksi, maka keberkahan akan
menyertai jual beli tersebut. Sebaliknya, jika terdapat kebohongan atau
penyembunyian cacat, maka keberkahannya akan hilang meskipun
transaksi tetap sah. Kaitan hadis ini dengan penelitian terletak pada prinsip
kejujuran, keterbukaan, dan keadilan yang menjadi landasan akad
murabahah. Dalam praktik pembiayaan murabahah di lembaga keuangan
syari’ah, termasuk Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, lembaga wajib
menjelaskan harga pokok barang, keuntungan yang diambil, serta
memastikan tidak ada informasi yang disembunyikan dari nasabah. Dengan
demikian, akad yang dijalankan tidak hanya sah secara hukum Islam, tetapi
juga membawa keberkahan sesuai dengan pesan Rasulullah SAW dalam
hadis ini.

. Hadits Riwayat Bukhari Nomor 3644
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Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan
kepada kami Sufyan dari Humaid dari Anas radliallahu ‘anhu berkata:
“Ketika Abdurrahman bin ‘Auf tiba di Madinah, Nabi shallallahu ‘alaihi
wasallam mempersaudarakan dia dengan Sa’ad bin Ar Rabi’ Al Anshari,
lalu Sa’ad menawarkan membagi dua diantara dua istri dan hartanya. Lantas
Abdurrahman bin ‘Auf berkata: “Semoga Allah memberkahimu pada
keluarga dan hartamu. Beritahukanlah pasarnya kepadaku.” Lalu dia
berjualan dan mendapat keuntungan dari berdagang minyak samin dan keju.
Setelah beberapa hari, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melihatnya dalam
keadaan mengenakan baju dan wewangian. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi
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wasallam  bertanya kepadanya: ‘“Bagaimana keadaanmu, wahai
‘Abdurrahman?” Abdurrahman menjawab: “Aku telah menikah dengan
seorang wanita Anshar.” Beliau bertanya lagi: “Berapa jumlah mahar yang
kamu berikan padanya?” Abdurrahman menjawab: “Perhiasan seberat biji
emas atau sebiji emas.” Lalu beliau bersabda: “Adakanlah walimah
(resepsi) sekalipun hanya dengan seekor kambing. (HR. Bukhari).>!

Hadis riwayat Bukhari Nomor 3644 yang menceritakan
pernikahan Abdurrahman bin ‘Auf menunjukkan bahwa Rasulullah SAW
menekankan pentingnya kejelasan dalam akad, termasuk kejelasan mahar
yang diberikan. Prinsip ini menegaskan adanya kejujuran dan keterbukaan
dalam setiap perjanjian. Kaitan hadis ini dengan penelitian terletak pada
prinsip kejelasan dalam akad juga berlaku pada pembiayaan murabahah.
Dalam praktiknya di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, lembaga keuangan
syari’ah wajib menjelaskan harga pokok barang, keuntungan yang
ditetapkan, serta syarat-syarat perjanjian secara rinci kepada nasabah.
Dengan adanya kejelasan tersebut, akad yang dilakukan dapat terhindar dari
kesalahpahaman, menjaga keadilan kedua belah pihak, serta sesuai dengan

tuntunan syariat Islam sebagaimana dicontohkan dalam hadis ini.

f. ima’

Iima’ mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah,
Syafi’iyah, dan Hanabilah menyepakati kebolehan akad jual beli
murabakah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, khususnya
adanya kejelasan harga pokok dan keuntungan (margin) yang disepakati
antara penjual dan pembeli. Kesepakatan para ulama ini menjadi dasar

kebolehan penerapan akad muré@bakah dalam praktik pembiayaan pada

22,

51 HR. Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz IV (Beurit: Dar al-Fikr, 1992), No. 3644, him.
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lembaga keuangan syari’ah selama tidak mengandung unsur garar, riba,

dan penipuan.*?

g. Dasar Hukum Pembiayaan Berdasarkan Akad murabahah

Dasar hukum pembiayaan berdasarkan akad murabahah terdapat
pada pasal 19 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d serta pasal 21 huruf b
angka 2 UU Perbankan Syari’ah. Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000
tentang murabahah, No0.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah,
No0.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah,
No0.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang  Diskon dalam  Murabahah,
No0.23/DSN-MUI/IN1/2002 tentang Potongan Tagihan Murabahah,
No0.47/DSN-MUI/11/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi
nasabah tidak mampu membayar, No0.48/DSN-MUI/I1/2005 tentang
Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah, dan Fatwa DSN No0.49/DSN-
MUI/I1/2005 tentang Konversi akad Murabahah.>

h. Prosedur Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Pembiayaan murébasah dalam lembaga keuangan syari’ah
memiliki posedur yang telah diatur secara jelas dalam Fatwa DSN-MUI
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan
bahwa transaksi murébakah terlaksana sesuai dengan prinsip syari’ah,
khususnya terkait kepemilikan barang dan kejelasan harga.

52 Tka Trisnawati Alawiyah, “Konsep Produk Murabahah dalam Perspektif Ekonomi

Syariah,” Mahkamah, Vol. 1, No. 1 (Juni 2022), him. 229.

58 Ibid., him. 230.
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Skema Pembiayaan Murabahah
Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

[—; Permohonan Pembiayaan Barang

| Q Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Membeli Barang _,

| Il

SN Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
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Supplier / l
Penjual RS
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Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI
Sumber: Diolah penulis berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-
MUI/1V/2000 tentang Murabahah.
Skema tersebut menunjukkan bahwa proses pembiayaan diawali

dengan permohonan pembiayaan barang oleh nasabah kepada lembaga
keuangan syari’ah. Selanjutnya, lembaga keuangan syari’ah melakukan
pembelian barang kepada supplier sehingga barang tersebut secara hukum
menjadi milik lembaga keuangan syari’ah. Tahapan kepemilikan barang
ini merupakan syarat sah akad murabakah sebagaimana ditetapkan dalam
Fatwa DSN-MUI.

Setelah barang dimiliki oleh lembaga keuangan syari’ah,
dilakukan akad jual beli murabakah antara lembaga keuangan syari’ah
dan nasabah dengan penetapan harga pokok dan margin keuntungan yang
disepakati secara transparan. Pembayaran dilakukan oleh nasabah kepada
lembaga keuangan syari’ah secara angsuran sesuai dengan jangka waktu

yang telah disepakati.>

% Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-
MUI/1V/2000 tentang Murabajkah, Ketentuan umum dan ketentuan khusus akad Murabajah.
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B. Rukun dan Syarat Akad Bai’ Murdabahah
Rukun dan syarat bai’ murabahah pada dasarnya sama dengan jual
beli biasa yaitu:
1. Orang yang berakad atau al-muta ‘agidain (penjual dan pembeli)
Syarat untuk orang yang berakad yaitu:
a. Berakal
Jual beli tidak sah bila dilakukan oleh orang gila dan anak kecil
yang belum berakal.
b. Atas kemauan sendiri
Bai’ murdbahah tidak boleh ada intimidasi atau paksaan dari pihak
ketiga.
c. Tidak pailit
Bagi orang pailit dilarang melakukan transaksi untuk menjaga hak
orang lain.
d. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda
Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai
penjual sekaligus pembeli.>®
2. Sighat (lafal ijab dan gabul)
a. ljab dan gabul diucapkan oleh orang yang mampu (ahliyyah)
b. Qabul bersesuaian dengan ijab
c. Menyatunya majelis (tempat) akad
3. Adanya objek Bai’ Murdbahah
Syarat untuk objek Bai’ Murabahah yaitu:
a. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan
kesanggupannya untuk mendatangkan barang itu.

b. Dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia.

% Rozalinda, Figih Ekonomi Syari’ah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor
Keuangan, (Jakarta: Rajawali Persada, 2016), him. 85.
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c. Milik sendiri
Barang yang bukan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan
kecuali ada mandat yang diberikan oleh pemilik seperti akad wakalah
atau perwakilan.
d. Benda yang diperjualbelikan adalah mal mutagawwin
Mal mutagawwin merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk
memanfaatkannya.>®
4. Harga
Syarat untuk harga yaitu:
a. Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya (harga pertama dan
keuntungan harus diketahui oleh para pihak yang berakad).
b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti
pembayaran dengan cek.
c. Dapat dilakukan secara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang
disepakati.>’
C. Jenis-Jenis Akad Bai’ Murdabahah
Terdapat dua jenis akad bai’ murabahah yang lazim digunakan dalam
praktik, yaitu sebagai berikut:
1. Akad Muraba/kah dengan Pesanan
Akad murabakah dengan pesanan merupakan bentuk transaksi jual beli
yang dilakukan setelah adanya permintaan dari pembeli kepada penjual untuk
menyediakan barang tertentu. Dalam akad ini, penjual terlebih dahulu membeli
barang yang dipesan, kemudian menjualnya kembali kepada pembeli dengan
harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.
Pesanan dalam akad ini dapat bersifat mengikat maupun tidak

mengikat. Apabila bersifat mengikat, maka pembeli tidak dapat membatalkan

%6 Haroen Nasrun, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2020), him. 117.

57 Wahbah Al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adilalatuhu, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani,
2021), him. 359.
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pesanan dan wajib membeli barang tersebut. Sebaliknya, apabila pesanan tidak
mengikat, pembeli memiliki hak untuk membatalkan pesanan. Risiko atas
barang sebelum diserahterimakan menjadi tanggung jawab penjual, termasuk
apabila terjadi penurunan nilai barang.>®
2. Akad Murabakah Tanpa Pesanan

Akad murabakah tanpa pesanan merupakan bentuk transaksi di mana
penjual menyediakan barang tanpa adanya permintaan terlebih dahulu dari
pembeli. Dalam hal ini, akad bersifat tidak mengikat, sehingga pembeli tidak
memiliki kewajiban untuk membeli barang yang telah disediakan. Jenis
muraba/kah ini umumnya terjadi dalam transaksi jual beli biasa yang tetap
berlandaskan prinsip keterbukaan harga pokok dan margin keuntungan.

Dalam praktiknya, akad muraba/ah yang diterapkan pada lembaga
keuangan syari’ah non-bank umumnya menggunakan prosedur murabakah
dengan pesanan. Hal ini sejalan dengan konsep dalam figh muamalah yang
mengatur prosedur pelaksanaan pembiayaan murabakah agar sesuai dengan
prinsip syari’ah. Adapun prosedur pembiayaan murabakah adalah sebagai
berikut:®

1. Anggota mengajukan permohonan - pembiayaan kepada lembaga
keuangan syari’ah untuk membeli barang yang dibutuhkan.

2. Lembaga keuangan syari’ah melakukan analisis terhadap permohonan
pembiayaan untuk menilai kelayakan anggota serta memastikan bahwa
barang yang akan dibiayai tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.

3. Setelah permohonan disetujui, lembaga keuangan syari’ah membeli
terlebih dahulu barang yang dibutuhkan dari pemasok sehingga barang

tersebut berada dalam kepemilikan atau penguasaan lembaga.

%8 Siswoyo, “Analisis Penerapan Akad Murdbakah untuk Kebutuhan Produktif Anggota
Nasabah BMT Mandiri Sejahtera,” JIB: Jurnal Perbankan Syari’ah, Vol. 04, No. 1 (Juni 2024),
him. 46.

% Rozalinda, Figh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), him. 158.
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4. Barang yang telah dimiliki kemudian dijual kembali kepada anggota
melalui akad murdbakah dengan harga jual berupa harga pokok
ditambah margin keuntungan yang disepakati.

5. Anggota melakukan pembayaran kepada lembaga keuangan syari’ah
secara angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
dalam akad.

Selain berdasarkan bentuk akadnya, pembiayaan murabakah juga
dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama sesuai dengan tujuan
penggunaannya, yaitu:%°

Pertama, murabakah modal kerja merupakan pembiayaan yang
diberikan untuk pengadaan barang yang digunakan sebagai modal kerja dalam
menjalankan usaha. Pembiayaan ini bertujuan untuk mendukung operasional
usaha sehari-hari. Dalam praktiknya, diperlukan ketelitian dalam menentukan
harga pokok barang, terutama apabila objek pembiayaan terdiri dari berbagai
jenis  barang, agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam perhitungan
pembiayaan.5?

Kedua, murabajah investasi merupakan pembiayaan jangka menengah
hingga panjang yang bertujuan untuk pengadaan barang modal. Barang
tersebut dapat digunakan untuk  rehabilitasi, perluasan usaha, maupun
pembangunan proyek baru. Melalui skema ini, pihak yang membutuhkan dapat
memperoleh barang modal tanpa harus menyediakan dana secara langsung
dalam jumlah besar, sehingga kegiatan usaha dapat berkembang secara lebih
efektif.5?

60 Farrel Maulana Riyadi, “Implementasi Akad Murabajah dalam Perbankan Syari’ah di
Indonesia”, Socius: Jurnal Penelitian lImu-llmu Sosial, Vol. 02, No. 12 (Juni 2025), him. 3.

%1 1bid.

62 Farrel Maulana Riyadi, “Implementasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syari’ah di
Indonesia”, Socius: Jurnal Penelitian limu-llmu Sosial, Vol. 02, No. 12 (Juni 2025), him. 3.
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Ketiga, murébakah konsumsi adalah pembiayaan yang diberikan untuk
memenuhi kebutuhan pribadi atau non-bisnis, seperti pembelian rumabh,
kendaraan, dan barang konsumsi lainnya. Dalam skema ini, lembaga keuangan
syari’ah membeli barang yang dibutuhkan, kemudian menjualnya kembali
kepada anggota dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin
keuntungan. Untuk meminimalisir risiko, biasanya digunakan jaminan berupa
objek yang dibiayai atau aset lain yang dimiliki oleh anggota.®

D. Pengertian Klausul Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, klausul perjanjian merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari suatu kontrak. Klausul berisi ketentuan-ketentuan
khusus yang disepakati oleh para pihak guna mengatur hubungan hukum yang
timbul dari perjanjian tersebut. Keberadaan klausul menjadi penting karena
melalui klausul inilah hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak
dirumuskan secara konkret dan operasional.

Menurut Susanti, klausul perjanjian adalah ketentuan atau syarat-syarat
yang dicantumkan dalam suatu perjanjian tertulis yang berfungsi untuk
mengatur secara rinci pelaksanaan hubungan hukum antara para pihak,
termasuk akibat hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran terhadap
perjanjian tersebut.®* Dengan demikian, klausul tidak hanya bersifat formal,
tetapi juga memiliki kekuatan mengikat yang menimbulkan konsekuensi
hukum bagi para pihak.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Rizal dan Mulyadi menjelaskan
bahwa klausul perjanjian merupakan rumusan norma privat yang dibentuk oleh

para pihak untuk mengatur kepentingan mereka sendiri berdasarkan asas

83 Farrel Maulana Riyadi, “Implementasi Akad Murabahah dalam Perbankan Syari’ah di
Indonesia”, Socius: Jurnal Penelitian limu-llmu Sosial, VVol. 02, No. 12 (Juni 2025), him. 3.

84 Susanti, “Kedudukan Klausul dalam Perjanjian Menurut Hukum Perdata”, Indonesian
Law Review, Vol. 2, No. 1, 2021, him. 45.
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kebebasan berkontrak.®® Klausul menjadi instrumen utama dalam kontrak
karena melalui klausul inilah kehendak para pihak dituangkan secara jelas dan
dapat dijadikan dasar penilaian apabila terjadi wanprestasi

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum perdata, klausul perjanjian dapat
dipahami sebagai aturan internal kontrak yang berfungsi menjabarkan isi
perjanjian secara lebih spesifik dibandingkan dengan asas-asas umum
perjanjian. Klausul memberikan kepastian hukum karena mampu membatasi
ruang penafsiran yang berbeda-beda terhadap isi perjanjian.®® Oleh karena itu,
perumusan klausul harus dilakukan secara jelas, tegas, dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan maupun prinsip keadilan.

Dalam konteks perjanjian pembiayaan syari’ah, termasuk akad
muraba/kah, klausul perjanjian memiliki peran strategis karena selain
mengatur hubungan hukum antara lembaga keuangan syari’ah dan nasabah,
klausul juga harus mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syari’ah.
Klausul yang disusun tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, maupun
ketidakadilan, sehingga akad yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum
positif, tetapi juga sesuai dengan figh muamalah.®’

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa klausul
perjanjian adalah bagian dari kontrak yang memuat ketentuan-ketentuan
khusus mengenai hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak yang
bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum. Klausul perjanjian
berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan perjanjian sekaligus sebagai alat

untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

8 Rizal dan Mulyadi, “Asas Kebebasan Berkontrak dan Pembatasannya dalam
Perjanjian”, Jurnal IImu Hukum, Vol. 6, No. 2, 2020, him. 112.

% Andi Safriani, “Perjanjian dan Klausul Baku dalam Perspektif Hukum Perdata”, Jurnal
Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 27, No. 1, 2020, him. 78.

67 Nurhadi, “Akad Murdbakah dalam Praktik Lembaga Keuangan Syari’ah”, Jurnal
Ekonomi Syari’ah, Vol. 5, No. 2, 2019, him. 134.
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E. Jenis-Jenis Klausul Perjanjian
Dalam hukum perjanjian, klausul perjanjian dapat diklasifikasikan ke
dalam beberapa jenis berdasarkan sifat dan kedudukannya dalam suatu kontrak.
Klasifikasi ini penting untuk memahami fungsi masing-masing klausul serta
untuk menilai keabsahan dan keberlakuan suatu perjanjian. Pembagian jenis
klausul perjanjian pada umumnya merujuk pada doktrin hukum perdata yang
membagi unsur-unsur perjanjian ke dalam klausul esensialia, naturalia, dan
aksidentalia.
1. Klausul Esensialia
Klausul esensialia merupakan klausul pokok yang harus ada dalam
suatu perjanjian agar perjanjian tersebut dapat dianggap sah dan mengikat
secara hukum. Klausul ini mencerminkan unsur utama dari perjanjian dan
menentukan karakter perjanjian itu sendiri. Tanpa adanya klausul esensialia,
suatu perjanjian dapat dinyatakan batal atau tidak pernah ada.®®
Dalam praktik, klausul esensialia meliputi identitas para pihak, objek
perjanjian, serta prestasi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.
Klausul ini menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak dan
menentukan hak serta kewajiban utama yang timbul dari perjanjian.®®
2. Klausul Naturalia
Klausul naturalia adalah klausul yang secara hukum dianggap melekat
pada suatu perjanjian, meskipun tidak secara tegas dicantumkan dalam
kontrak. Klausul ini bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan,

kebiasaan, maupun asas-asas umum hukum perjanjian.’

8 R. Setiawan, “Pokok-Pokok Hukum Perikatan”, Jurnal Hukum dan Pembangunan,
Vol. 48, No. 1, 2018, him. 23.

8 Yulia, “Unsur-Unsur Perjanjian dalam Hukum Pedata”, Jurnal IImu Hukum, Vol. 7,
No. 2, 2019, him. 67.

0 Andi Safriani, “Klausul Naturalia dalam Perjanjian Perdata”, Jurnal Hukum IUS QUIA
IUSTUM, Vol. 27, No. 1, 2020, him. 80.
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Keberadaan klausul naturalia bertujuan untuk melengkapi perjanjian
dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Contoh klausul
naturalia antara lain kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad
baik serta tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi.
Dengan demikian, klausul naturalia berfungsi sebagai pengaman hukum yang
berlaku secara otomatis dalam setiap perjanjian.

3. Klausul Aksidentalia

Klausul aksidentalia merupakan klausul tambahan yang tidak wajib ada
dalam suatu perjanjian dan keberadaannya sepenuhnya bergantung pada
kesepakatan para pihak. Klausul ini dibuat untuk mengatur hal-hal khusus yang
dianggap perlu oleh para pihak sesuai dengan kepentingan masing-masing.”?

Contoh klausul aksidentalia antara lain klausul denda, klausul jaminan,
klausul force majeure, serta klausul penyelesaian sengketa. Meskipun bersifat
tambahan, klausul aksidentalia memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan
klausul lainnya sepanjang disepakati secara sah dan tidak bertentangan dengan
hukum.’

4. Klausul Baku

Selain pembagian tersebut, dalam praktik dikenal pula klausul baku,
yaitu klausul yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan
digunakan secara massal dalam perjanjian. Klausul baku umumnya ditemukan
dalam perjanjian yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen, termasuk
dalam perjanjian pembiayaan pada lembaga keuangan syari’ah.’

L M. Yahya Harahap, “Asas Itikad Baik dalam Perjanjian”, Jurnal Rechtsvinding, Vol.
9, No. 3, 2020, him. 412.

72 Siti Nurjanah, “Klausul Aksidentalia dan Kebebasan Berkontrak”, Jurnal Hukum dan
Masyarakat, VVol. 6, No. 1, 2021, him. 54.

8 Rizal dan Mulyadi, “Akibat Hukum Klausul Tambahan dalam Perjanjian”, Jurnal limu
Hukum, Vol. 6, No. 2, 2020, him. 118.

74 Lestari, “Klausul Baku dalam Perjanjian Pembiayaan”, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.
4, No. 2, 2019, him. 91.
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Klausul baku sering menjadi perhatian dalam kajian hukum karena
berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak. Oleh
karena itu, keberadaan klausul baku harus tetap tunduk pada asas keadilan,

itikad baik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

> Dewi Kartika, “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Klausul Baku”,
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 1, 2020, him. 39.
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PRAKTIK AKAD BAI’ M UR/fBAHAH PADA BAITUL
QIRADH AL-MUTAWAKKIL BANDA ACEH
A. Gambaran Umum tentang Baitul Qiradh Al-Mutawakkil

Lembaga keuangan syari’ah merupakan lembaga yang menjalankan
kegiatan usaha di bidang penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan
prinsip-prinsip syari’ah. Secara umum, lembaga keungan syari’ah di
Indonesia terbagi menjadi dua bentuk, yaitu lembaga keuangan syari’ah
berbentuk bank dan lembaga keuangan syari’ah non-bank."®

Lembaga keuangan syari’ah berbentuk bank tunduk pada ketentuan
perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syari’ah dan berada di bawah pengawasan otoritas
perbankan. Sementara itu, lembaga keuangan syari’ah non-bank dapat
berbentuk koperasi, lembaga pembiayaan atau lembaga mikro syari’ah yang
tunduk pada ketentuan perkoperasian sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dengan tetap
memperhatikan prinsip-prinsip syari’ah sebagaimana ditetapkan oleh Dewan
Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.’’

Perbedaan bentuk kelembagaan tersebut berimplikasi pada istilah
yang digunakan terhadap penggunaan jasa. Pada lembaga perbankan
syari’ah, pengguna jasa disebut sebagai nasabah karena hubungan hukumnya
adalah hubungan antara bank dan pihak luar sebagai pengguna layanan.’®
Sebaliknya, pada lembaga keuangan syari’ah yang berbentuk koperasi,

penggunaan jasa disebut sebagai anggota. Hal ini karena koperasi didirikan

™ Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syari’ah, Bandung: Pustaka Setia, 2022, him.
45.

" Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

8 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2020, him.
67.
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atas asas keanggotaan, sehingga setiap pihak yang memperoleh layanan
pembiayaan harus terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota koperasi dan
terikat pada anggaran dasar serta anggaran rumah tangga lembaga tersebut.”

Dalam perkembangannya, penyebutan lembaga keuangan mikro
syari’ah dapat berbeda sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.
Khusus di Provinsi Aceh, lembaga keuangan mikro syari’ah lebih dikenal
dengan istilah Baitul Qiradh (BQ). Penggunaan istilah ini merujuk pada hasil
Lokakarya Inshafuddin di Meulaboh yang merekomendasikan penggunaan
istilah Baitul Qiradh dalam praktik lembaga keuangan mikro syari’ah di
Aceh. Hal ini didasarkan pada pertimbangan historis dan sosiologis, karena
isitilah Baitul Qiradh telah lama dikenal dalam kajian fikih Islam di Aceh
serta dinilai lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat setempat.®°

Baitul Qiradh Al-Mutawakkil didirikan pada tanggal 09 Oktober 2020
dan telah beroperasi selama kurang lebih lima tahun sebagai koperasi simpan
pinjam dan pembiayaan syari’ah. Lembaga ini memiliki Nomor Induk
Berusaha (NIB) 0267012062036 dan berlokasi di Jalan Teungku Chik Di
Tiro Nomor 44, Simpang Surabaya, Kelurahan Peuniti, Kecamatan
Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Selain itu, Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil juga telah terdaftar secara resmi dengan Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) 96.316.169.0-101.000.5*

Berdasarkan data hasil wawancara, jumlah anggota Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, yaitu sebagai 965
anggota pada tahun 2022, menurun menjadi 935 anggota pada tahun 2023,
dan meningkat kembali menjadi 1.221 anggota pada tahun 2024. Hal ini

 Subandi, Ekonomi Koperasi, Bandung: Alfabeta, 2023, him. 23.

8 M. Inshafuddin, Hasil Lokakarya Pengembangan Baitul Qiradh di Aceh, Meulaboh,
1990.

81 Hasil Wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil, pada Tanggal 10 Februari 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda
Aceh.



menunjukkan bahwa jumlah anggota bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh
kondisi ekonomi serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.®?

Baitul Qiradh Al-Mutawakkil secara kelembagaan berstatus sebagai
Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari’ah (KSPPS). Status ini
menunjukkan bahwa Baitul Qiradh Al-Mutawakkil merupakan badan hukum
koperasi yang menjalankan kegiatan usaha penghimpunan dana dan
penyaluran pembiayaan kepada anggota berdasarkan prinsip-prinsip syari’ah.
Sebagai KSPPS, operasional lembaga tidak hanya tunduk pada ketentuan
perkoperasian, tetapi juga wajib memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip
syari’ah sebagaimana ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI.

Dengan demikian, seluruh produk dan kegiatan usaha yang
dijalankan, termasuk pembiayaan dengan akad murdbahah, harus
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum koperasi dan prinsip syari’ah.
Hal ini menegaskan bahwa kedudukan Baitul Qiradh Al-Mutawakkil sebagai
KSPPS memiliki landasan hukum yang jelas serta menjadi dasar dalam
pelaksanaan kegiatan operasional lembaga.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sebagai KSPPS, Baitul
Qiradh Al-Mutawakkil berpedoman pada visi, misi dan tujuan yang telah
ditetapkan sebagai arah dan dasar pelaksanaan aktivitas lembaga. Adapun visi
Baitul Qiradh Al-Mutawakkil adalah menjadikan lembaga keuangan mikro
syari’ah yang terbaik dalam mewujudkan pelayanan yang optimal guna
meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Baitul Qiradh Al-Mutawakkil
menetapkan beberapa misi, antara lain menerapkan pola manajemen yang

profesional, transparan, dan akuntabel, membangun partisipasi aktif anggota,
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82 Hasil Wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil, pada Tanggal 10 Februari 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda
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meningkatkan kualitas sumber daya insani dan pengguna jasa, serta menjalin
kerja sama usaha yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan
Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.

Tujuan pendirian Baitul Qiradh Al-Mutawakkil adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sebagai bagian dari
sistem perekonomian nasional, serta mendukung program pemerintah,
khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan sektor usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM).&

Struktur organisasi Baitul Qiradh Al-Mutawakkil disusun untuk
menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan operasional lembaga. Struktur
tersebut mencerminkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab
masing-masing unsur organisasi dalam menjalankan fungsi manajerial dan
operasional lembaga keuangan mikro syari’ah. Melalui struktur organisasi
yang jelas, diharapkan setiap bagian dapat bekerja secara terkoordinasi dan

profesional dalam memberikan pelayanan pembiayaan kepada anggota.

st KSP BAITUL QIRADH AL-MUTAWAKKIL o
f\%j BADAN HUKUM NO:: AHU-0003819 AHOL26 TAKUN2020 -

PEMBINA
AMAL HASAN

PENGURUS
AIDUTUTI (KETUA)
TRIMANSYAH (SEAREIARIS)

AGUS SANUSI  (BENDAHARA)

PELAKSANA HARIAN
AGUS SANUSI
General Manager

I
Sumber Daya Yusri Delvia Riski
Manusia Sup sysan Head Teller

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Baitul Qiradh Al-Mutawakkil
Sumber: Baitul Qiradh Al-Mutawakkil

8 Hasil Wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil, pada Tanggal 10 Februari 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda
Aceh.
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Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Rapat Anggota Tahunan
(RAT) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam lembaga. Di bawah
RAT terdapat unsur pembina, dewan pengawas umum, dan dewan pengawas
syariah yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya
operasional lembaga, baik dari aspek manajerial maupun kepatuhan terhadap
prinsip syari’ah.

Selanjutnya, pengurus dan pelaksana harian bertanggung jawab
dalam mengelola kegiatan operasional Baitul Qiradh Al-Mutawakkil,
termasuk dalam pelaksanaan pembiayaan dengan akad murdbahah.
Pelaksana harian membawahi beberapa bagian kerja, seperti bagian
pembiayaan dan pemasaran, bagian keuangan dan akuntansi, serta bagian
administrasi, yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan
bidangnya. Struktur ini menunjukkan adanya pembagian kerja yang
sistematis guna mendukung kelancaran operasional lembaga.

B. Kontrak Perjanjian Pembiayaan Murdbahah pada Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil Untuk Anggotanya

Berdasarkan hasil wawancara dengan General Manager KSPPS
Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan
murdabahah dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan oleh
lembaga dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta kesesuaian
dengan prinsip syari’ah. Prosedur ini  bertujuan untuk memberikan
kemudahan bagi anggota dalam memperoleh pembiayaan sekaligus menjaga
keamanan pembiayaan bagi kedua belah pihak.

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan murdbahah pada Baitul
Qiradh Al-Mutawakkil dapat dijelaskan sebagai berikut:3

1. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan mendatangi

8 Hasil Wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil, pada Tanggal 10 Februari 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda
Aceh.
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kantor Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dan menyampaikan kebutuhan
pembiayaan, termasuk jenis barang yang akan dibeli serta tujuan
penggunaan pembiayaan tersebut.%®

2. Anggota diwajibkan melengkapi beberapa persyaratan administrasi
seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) serta
dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha apabila pembiayaan
digunakan untuk keperluan usaha.®®

3. Setelah dokumen diterima, pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil
melakukan penilaian terhadap kelayakan anggota serta menentukan
jumlah pembiayaan yang dapat diberikan.®’

4. Setelah permohonan disetujui, dilakukan penandatanganan akad
pembiayaan murdbahah antara pihak Baitul Qiradh dan anggota,
dengan harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang telah
disepakati.

5. Selanjutnya pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil menyalurkan dana
pembiayaan kepada anggota.

6. Anggota kemudian membeli barang yang dibutuhkan secara langsung
kepada penjual menggunakan dana yang telah diberikan oleh pihak
Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.

7. Anggota melakukan pembayaran angsuran kepada pihak Baitul
Qiradh Al-Mutawakkil sesuai dengan jangka waktu yang telah

disepakati diawal %

8 Hasil Wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil, pada Tanggal 10 Februari 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda
Aceh.
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87 Siti Aisyah, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Murdbahah pada KSPPS “Jurnal
Hukum Ekonomi Syari’ah, Vol. 6, No. 1, 2022, him. 87-101.

8 Hasil Wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil, pada Tanggal 10 Februari 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda
Aceh.



Secara figh muamalah, akad murabahah merupakan akad jual beli di
mana penjual terlebih dahulu harus memiliki dan menguasai barang sebelum
menjualnya kembali kepada pembeli dengan margin keuntungan yang telah
disepakati. Dalam praktik lembaga keuangan syari’ah, apabila lembaga tidak
melakukan pembelian barang secara langsung, maka dapat digunakan akad
wakalah, yaitu pemberian kuasa kepada anggota untuk membeli barang atas
nama lembaga sebelum dilaksanakan akad murdbahah.®®

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan,
pelaksanaan pembiayaan murdbahah pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil
menunjukkan adanya dua pola praktik, yaitu pembiayaan yang dilakukan
melalui penyaluran dana kepada anggota serta pembiayaan yang dilakukan
dengan menggunakan akad wakalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota pembiayaan
di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, diketahui bahwa dalam beberapa kasus
pembiayaan yang tercantum dalam akad sebagai akad murdbahah
dilaksanakan dengan cara penyaluran dana kepada anggota untuk membeli
barang yang dibutuhkan secara mandiri. Dalam praktik ini, anggota tidak
menerima kuasa secara khusus melalui- akad wakalah untuk melakukan
pembelian barang atas nama lembaga. Praktik tersebut dapat dilihat pada
beberapa contoh kasus anggota berikut.

Dalam kasus Asrim, pembiayaan diajukan untuk membeli satu unit
handphone dengan harga pokok sebesar Rp1.500.000. Setelah dilakukan
kesepakatan mengenai margin keuntungan sebesar Rp300.000, total harga
jual dalam akad murabahah menjadi Rp1.800.000. Namun dalam
pelaksanaannya, pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil tidak melakukan
pembelian handphone tersebut secara langsung kepada toko penjual. Setelah
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8 M. Yusuf K., Nasrullah dan Abdi Wijaya, “Murabahah bil Wakalah (Kajian Teori dan
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akad disepakati, dana pembiayaan diserahkan kepada Asrim untuk membeli
handphone tersebut secara mandiri di toko yang telah dipilihnya.*

Hal yang serupa juga terjadi pada Rahman yang mengajukan
pembiayaan untuk membeli satu unit kulkas. Dalam kasus ini, Rahman
terlebih dahulu menentukan sendiri spesifikasi kulkas yang diinginkan
beserta toko tempat pembeliannya. Harga kulkas tersebut sebesar
Rp3.000.000, kemudian pihak lembaga menetapkan margin keuntungan
sebesar Rp600.000, sehingga total harga jual dalam akad murdbahah menjadi
Rp3.600.000. Setelah kesepakatan dicapai, dana pembiayaan diberikan
kepada Rahman dan ia melakukan pembelian kulkas tersebut secara langsung
di toko yang dipilihnya.®

Adapun dalam kasus Winda, pembiayaan murdbahah diajukan untuk
pembelian satu unit laptop dengan harga pokok sebesar Rp5.000.000. Setelah
ditambahkan margin keuntungan sebesar Rp1.000.000, total harga jual dalam
akad murdbahah menjadi Rp6.000.000. Dalam pelaksanaannya, dana
pembiayaan diserahkan kepada Winda untuk membeli laptop tersebut secara
mandiri di toko yang telah ditentukan olehnya.®?

Berdasarkan keterangan  para anggota tersebut, diketahui bahwa
anggota menerima dana dari pihak lembaga dan kemudian melakukan
pembelian barang secara langsung. Dengan demikian, dalam praktik ini pihak
lembaga lebih berperan sebagai penyedia dana pembiayaan, sedangkan
proses pembelian barang dilakukan secara mandiri oleh anggota.
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Selain praktik tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak
Baitul Qiradh Al-Mutawakkil diketahui bahwa lembaga juga menerapkan
pembiayaan murdbahah dengan menggunakan akad wakalah dalam kondisi
tertentu. Dalam praktik ini, pihak lembaga memberikan kuasa kepada
anggota untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan atas nama
lembaga. Contoh praktik ini dapat dilihat pada pembiayaan yang diajukan
oleh seorang anggota yang memiliki usaha grosir untuk membeli berbagai
kebutuhan sembako guna menambah persediaan barang dagangannya.
Setelah pengajuan pembiayaan disetujui, pihak Baitul Qiradh memberikan
kuasa kepada anggota tersebut untuk membeli sembako yang dibutuhkan dari
pemasok.

Anggota kemudian melakukan pembelian sembako dan memperoleh
bukti transaksi berupa faktur atau nota pembelian. Bukti pembelian tersebut
selanjutnya diserahkan kepada pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil sebagai
dasar penentuan harga pokok barang. Berdasarkan faktur tersebut diketahui
bahwa total harga pembelian sembako sebesar Rp4.000.000. Pihak lembaga
kemudian menetapkan margin keuntungan sebesar Rp672.000, sehingga total
harga jual dalam akad murdbahah menjadi-Rp4.672.000. Harga tersebut
kemudian dibayarkan oleh anggota melalui angsuran selama enam bulan
dengan cicilan mingguan sebesar Rp195.000 selama 24 kali angsuran.®®

Melalui prosedur tersebut, pembiayaan murdbahah tetap dapat
dilaksanakan dengan melibatkan akad wakalah sebagai bentuk pendelegasian
kuasa kepada anggota untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan,
sementara penetapan harga pokok dan margin keuntungan tetap dilakukan
oleh pihak lembaga sesuai dengan prinsip figh muamalah. Untuk

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alur pelaksanaan

% Hasil Wawancara dengan Delvia Rizki, Adm Pembiayaan KSPPS Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil, pada Tanggal 10 Februari 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda
Aceh.



56

pembiayaan murabahah dengan akad wakalah pada Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil, skema pembiayaan murabahah sebagai berikut.

Skema Pembiayaan Murabahah
pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil

= 1. Permohonan Palbiayaan Barang

luluPIay oleh

I Blhl Qiradh Al-Mutawal kkll
= J
Akad Wakalah

P (Pemberian Kuasa
e Pembelian Barang)

Anggota Membell Barang
v ” (atas nama Baltul Qiradh)
3

Barang Milik Baitul Qiradh Al-Mutawalkdkil
+

, BB, Akad Murabahah

Pembayaran Angsuran Penerimaan Angsuran
oleh Anggota okeh Baftul Qiradh Al-Mutavwalkidt

aég; i,

Gambar 3.2 Skema Pembiayaan Murdabahah pada
Baitul Qiradh Al-MutawakKil
Sumber: Data diolah dari hasil wawancara dan dokumen
Baitul Qiradh Al-Mutawakkil

Berdasarkan skema pembiayaan murdbahah di atas, dapat dijelaskan
bahwa setelah anggota menerima kuasa melalui akad wakalah, anggota
melakukan pembelian barang kepada pemasok sesuai dengan spesifikasi
yang telah disepakati. Setelah barang tersebut dibeli, secara prinsip
kepemilikan barang berada pada pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.
Selanjutnya, pihak Baitul Qiradh dan anggota melaksanakan akad

murdbahah.%

% Hasil Wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil, pada Tanggal 10 Februari 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda
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Dalam akad murdbahah tersebut, pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil
bertindak sebagai penjual, sedangkan anggota bertindak sebagai pembeli.
Pihak Baitul Qiradh menyampaikan kepada anggota mengenai harga pokok
barang serta margin keuntungan yang akan diperoleh. Setelah akad
murabahah ditandatangani, anggota berkewajiban untuk melakukan
pembayaran angsuran kepada pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil sesuai
dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.®

Berdasarkan uraian mengenai praktik pembiayaan tersebut, dapat
dilihat bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil menunjukkan adanya perbedaan dalam pelaksanaannya
dilapangan. Dalam beberapa kasus, pembiayaan dilaksanakan melalui
penyaluran dana kepada anggota untuk membeli barang secara mandiri tanpa
adanya wakalah yang secara eksplisit dilakukan. Sementara itu, dalam kasus
lainnya lembaga menerapkan akad wakalah dengan memberikan kuasa
kepada anggota untuk melakukan pembelian barang atas nama lembaga
sebelum dilaksanakan akad murdbahah.®®

Perbedaan prosedur pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa
meskipun akad yang digunakan dalam kontrak pembiayaan disebut sebagai
akad murdbahah, praktik pelaksanaannya di lapangan dapat berbeda
tergantung pada jenis barang yang dibiayai serta kebutuhan anggota. Oleh
karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap klausul-klausul dalam
perjanjian pembiayaan murdbahah yang digunakan oleh Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil untuk mengetahui pengaturan hukum dalam kontrak tersebut

serta kesesuaiannya dengan prinsip figh muamalah.

% Hasil Wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-
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C. Klausul Perjanjian dan Penetapan Tingkat Harga serta Keuntungan
dalam Pembiayaan Murdbahah di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil
Kontrak pembiayaan murdbahah yang digunakan oleh Baitul Qiradh
Al-Mutawakkil memuat sejumlah klausul yang mengatur hak dan kewajiban
para pihak dalam pelaksanaan pembiayaan. Klausul-klausul tersebut
dituangkan secara tertulis dalam suatu dokumen Akad Pembiayaan
Murabahah Nomor 001/MRB/BQ-AM/1/2025°%" dan menjadi pedoman yang
mengikat bagi pihak lembaga maupun anggota selama masa pembiayaan
berlangsung. Dengan adanya klausul-klausul tersebut, hubungan hukum
antara lembaga dan anggota menjadi lebih jelas, terutama terkait dengan
objek pembiayaan, penetapan harga jual, margin keuntungan serta prosedur
pembayaran angsuran.
Adapun klausul-klausul yang terdapat dalam kontrak pembiayaan
murabahah pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil antara lain sebagai berikut:
1. Klausul Identitas Para Pihak
Dalam klausul ini dijelaskan bahwa pihak pertama adalah
Baitul Qiradh Al-Mutawakkil yang bertindak sebagai pihak pemberi
pembiayaan sekaligus penjual dalam akad murdbahah, sedangkan
pihak kedua adalah anggota yang menerima pembiayaan dan
bertindak sebagai pembeli.®® Identitas para pihak dicantumkan secara
lengkap dalam kontrak untuk memberikan kepastian hukum
mengenai subjek yang terikat dalam perjanjian pembiayaan tersebut.
2. Klausul Objek Pembiayaan
Klausul ini mengatur mengenai barang yang menjadi objek
pembiayaan dalam akad murdbahah. Objek pembiayaan pada Baitul

Qiradh Al-Mutawakkil berupa barang yang dibutuhkan oleh anggota,

% Dokumen Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 001/MRB/BQ-AM/I/2025 pada
Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh, 2025.
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baik untuk keperluan usaha maupun kebutuhan lainnya. Spesifikasi
barang biasanya telah ditentukan terlebih dahulu oleh anggota
sebelum pengajuan pembiayaan dilakukan, seperti jenis barang,
merek, tipe, serta tempat pembelian barang tersebut.%

3. Klausul Harga Pokok Barang

Dalam akad murabahah, pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil
berkewajiban memberitahukan kepada anggota mengenai harga
pokok barang yang menjadi dasar dalam penetapan harga jual. Harga
pokok tersebut biasanya diketahui berdasarkan faktur atau bukti
pembelian barang setelah proses pembelian dilakukan.'®

4. Klausul Margin Keuntungan

Kontrak pembiayaan juga mencantumkan klausul mengenai
penetapan margin keuntungan yang menjadi hak pihak Baitul Qiradh
Al-Mutawakkil. Margin keuntungan tersebut ditentukan berdasarkan
kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat akad pembiayaan
dilakukan. Dengan demikian jumlah yang harus dibayarkan oleh
anggota merupakan gabungan antara harga pokok barang dengan
margin keuntungan yang telah disepakati.

Sebagai contoh dalam salah satu pembiayaan yang dilakukan
pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, diketahui bahwa harga pokok
barang yang dibeli oleh anggota berdasarkan faktur pembelian adalah
sebesar Rp4.000.000. Pihak Baitul Qiradh kemudian menetapkan
margin keuntungan sebesar Rp672.000 sehingga total harga jual
dalam akad murdbahah menjadi Rp4.672.000. Harga tersebut

% Dokumen Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 001/MRB/BQ-AM/I/2025 pada
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kemudian dibayarkan oleh anggota secara angsuran selama enam
bulan dengan sistem pembayaran mingguan sebanyak 24 kali
angsuran.t?
5. Klausul Jangka Waktu dan Pembayaran Angsuran
Klausul ini mengatur mengenai jangka waktu pembiayaan
serta tata cara pembayaran angsuran oleh anggota. Anggota
berkewajiban membayar angsuran sesuai dengan jumlah dan jadwal
yang telah disepakati dalam akad pembiayaan.'%®
6. Klausul Jaminan Pembiayaan
Kontrak pembiayaan murdbahah juga memuat klausul
mengenai jaminan yang diberikan oleh anggota kepada pihak Baitul
Qiradh Al-Mutawakkil. Jaminan tersebut berfungsi sebagai bentuk
tanggung jawab anggota atas pembiayaan yang diterima serta sebagai
perlindungan bagi pihak lembaga apabila terjadi keterlambatan atau
kegagalan pembayaran.%
7. Klausul Sanksi atau Wanprestasi
Klausul ini mengatur mengenai langkah-langkah yang dapat
dilakukan oleh pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil apabila anggota
tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai dengan
ketentuan yang telah disepakati dalam akad pembiayaan

murdbahah*®
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Berdasarkan uraian klausul-klausul yang tercantum dalam kontrak
pembiayaan murabahah di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, dapat dipahami
bahwa perjanjian pembiayaan tersebut secara umum telah memuat unsur-
unsur penting dalam akad murabahah. Klausul-klausul tersebut meliputi
identitas para pihak, objek pembiayaan, harga pokok barang, margin
keuntungan, jangka waktu pembayaran, jaminan pembiayaan, serta ketentuan
mengenai sanksi apabila terjadi wanprestasi. Keberadaan klausul-klausul
tersebut menunjukkan bahwa kontrak pembiayaan telah disusun secara
sistematis untuk memberikan kepastian hukum serta mengatur hubungan hak
dan kewajiban antara lembaga dan anggota selama masa pembiayaan
berlangsung.

Selain itu, klausul mengenai harga pokok barang dan margin
keuntungan menjadi bagian yang sangat penting dalam akad murabahah,
karena kedua unsur tersebut merupakan dasar dalam penetapan harga jual
kepada anggota. Dalam akad murabahah, pihak lembaga berkewajiban untuk
menyampaikan secara terbuka kepada anggota mengenai harga pokok barang
serta besaran margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Dengan demikian, anggota mengetahui secara jelas jumlah kewajiban
pembayaran yang harus dipenuhi selama jangka waktu pembiayaan.%

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan
bahwa terdapat perbedaan antara ketentuan yang tercantum dalam klausul
kontrak pembiayaan murabahah dengan praktik pelaksanaannya. Dalam
kontrak pembiayaan disebutkan bahwa Baitul Qiradh Al-Mutawakkil
bertindak sebagai penjual barang, sedangkan anggota bertindak sebagai

pembeli dalam akad murabahah.
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Akan tetapi dalam praktiknya, sebagaimana terlihat pada beberapa
pembiayaan yang dilakukan oleh anggota seperti Asrim, Rahman, dan
Winda, pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil tidak melakukan pembelian
barang secara langsung kepada penjual. Setelah akad pembiayaan disepakati,
dana pembiayaan disalurkan kepada anggota untuk selanjutnya digunakan
membeli barang yang dibutuhkan secara mandiri oleh anggota.’

Hal tersebut berbeda dengan konsep dasar akad murabahah dalam
figh muamalah, di mana penjual harus terlebih dahulu memiliki atau
menguasai barang sebelum barang tersebut diperjualbelikan kepada pembeli.
Dalam akad murabahah, lembaga keuangan syari’ah pada dasarnya berperan
sebagai penjual yang membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota,
kemudian menjual kembali barang tersebut kepada anggota dengan harga jual
yang terdiri dari harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang telah
disepakati oleh para pihak.%

Ketentuan mengenai pelaksanaan akad murabahah juga telah diatur
dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Murabahah,'®® yang menegaskan bahwa lembaga keuangan syari’ah harus
terlebih dahulu membeli barang yang dipesan oleh anggota sebelum
menjualnya kembali melalui akad murabahah. Dengan demikian,
kepemilikan atau penguasaan barang oleh pihak lembaga menjadi salah satu
unsur penting dalam akad murabahah karena transaksi tersebut merupakan

akad jual beli barang, bukan sekadar pemberian dana pembiayaan.
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Dalam praktik lembaga keuangan syari’ah, pelaksanaan murabahah
juga sering dikombinasikan dengan akad wakalah, yaitu pemberian kuasa
kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan atas nama lembaga.
Ketentuan mengenai wakalah ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor
10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah,*** yang membolehkan lembaga
keuangan syari’ah menunjuk anggota sebagai wakil untuk melakukan
pembelian barang. Akan tetapi, dalam praktik tersebut harus terdapat akad
wakalah terlebih dahulu sebelum dilakukan akad murabahah, sehingga
anggota bertindak sebagai wakil lembaga dalam proses pembelian barang.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Baitul
Qiradh Al-Mutawakkil, tidak ditemukan adanya klausul khusus dalam
kontrak pembiayaan yang secara tegas mengatur mengenai penggunaan akad
wakdalah dalam proses pembelian barang.''! Akad yang digunakan dalam
kontrak hanya disebut sebagai akad murabahah, sementara dalam praktiknya
anggota menerima dana pembiayaan dan melakukan pembelian barang secara
langsung kepada penjual tanpa adanya penegasan bahwa anggota bertindak
sebagai wakil dari pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik pembiayaan
murabahah pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil terdapat perbedaan antara
ketentuan kontrak dengan prosedur pelaksanaan di lapangan, khususnya
terkait dengan prosedur pembelian barang yang dilakukan langsung oleh
anggota tanpa adanya penegasan akad wakalah. Hal ini kemudian menjadi
penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan kesesuaian

praktik pembiayaan murabahah dengan figh muamalah.
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D. Perlindungan Hukum terhadap Anggota dalam Klausul Perjanjian
Pembiayaan Murdbahah di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil

Perlindungan hukum terhadap anggota dalam pembiayaan
murabahah di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil pada dasarnya tercermin dalam
klausul-klausul yang tercantum dalam akad perjanjian pembiayaan.
Perjanjian tersebut tidak hanya mengatur kewajiban pembayaran yang harus
dipenuhi oleh anggota, tetapi juga memuat ketentuan mengenai jaminan,
pengaturan wanprestasi, serta prosedur penyelesaian sengketa. Secara
normatif, keberadaan klausul-klausul = tersebut dimaksudkan untuk
memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam akad
pembiayaan.

Berdasarkan hasil telaah yang penulis teliti tentang Akad Perjanjian
Pembiayaan Murabahah Nomor 001/MRB/BQ-AM/1/2025, dapat diketahui
bahwa perlindungan hukum terhadap anggota telah diatur secara
administratif dalam kontrak pembiayaan.*> Namun apabila ditelaah lebih
lanjut, perlindungan tersebut masih bersifat formal dan belum sepenuhnya
mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan sebagaimana yang
dikehendaki dalam prinsip-prinsip figh - muamalah serta ketentuan Fatwa
DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Dalam kontrak  pembiayaan murabahah tersebut, anggota
ditempatkan sebagai PIHAK 1l yang berkewajiban memenuhi seluruh
ketentuan pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Anggota
diwajibkan membayar angsuran secara tepat waktu serta melunasi seluruh
kewajiban pembiayaan hingga akhir masa akad. Selain itu, kontrak juga
memuat ketentuan mengenai konsekuensi yang harus ditanggung oleh

anggota apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau kelalaian dalam
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memenuhi kewajiban tersebut.!*®

Apabila ditinjau dari bentuk perjanjiannya, kontrak pembiayaan yang
digunakan oleh Baitul Qiradh Al-Mutawakkil cenderung berbentuk
perjanjian baku, yaitu perjanjian yang isi klausulnya telah disusun terlebih
dahulu oleh pihak lembaga. Berdasarkan hasil wawancara, anggota yang
mengajukan  pembiayaan pada umumnya hanya membaca dan
menandatangani kontrak tersebut setelah proses pengajuan pembiayaan
disetujui oleh pihak lembaga. Anggota tidak memiliki ruang yang luas untuk
melakukan negosiasi terhadap isi klausul yang telah ditetapkan dalam
kontrak pembiayaan tersebut.!4

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dalam
praktik pembiayaan murabahah di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil lembaga
juga memberikan kuasa kepada anggota melalui akad wakalah untuk
melakukan pembelian barang secara mandiri. Dengan adanya prosedur
tersebut, sebagian besar ketentuan transaksi telah ditetapkan oleh lembaga
sejak awal, sementara anggota berada pada posisi menerima ketentuan yang
telah disiapkan dalam kontrak pembiayaan. Kondisi ini menyebabkan posisi
tawar sebagai anggota menjadi relatif lebih lemah dibandingkan dengan
pihak lembaga.

Dalam perspektif figh muamalah, suatu akad pada dasarnya harus
dilandasi oleh prinsip keadilan (al- ‘adalah) serta keseimbangan hak dan
kewajiban antara para pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, setiap pihak
yang terlibat dalam akad seharusnya memiliki kesempatan yang memadai
untuk memahami isi perjanjian yang disepakati. Namun dalam praktik

pembiayaan murabahah di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, kontrak yang

113 Dokumen Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 001/MRB/BQ-AM/1/2025 pada
Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda Aceh, 2025.

114 Hasil Wawancara dengan Agus Sanusi, General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil, pada Tanggal 10 Februari 2026 di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Banda
Aceh.



digunakan merupakan perjanjian baku yang telah disusun oleh pihak
lembaga, sehingga ruang bagi anggota untuk mempengaruhi isi perjanjian
menjadi sangat terbatas.

Selain itu, dalam perjanjian pembiayaan murabahah di Baitul Qiradh
Al-Mutawakkil anggota juga diwajibkan menyerahkan jaminan sebagai
bentuk pengamanan terhadap pembiayaan yang diberikan oleh lembaga.
Jaminan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa anggota akan
memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah disepakati dalam
akad. Dalam kontrak juga terdapat klausul pengakuan utang, di mana anggota
menyatakan secara sah bahwa dirinya memiliki kewajiban untuk melunasi
seluruh pembiayaan yang diberikan oleh lembaga hingga dinyatakan lunas.**®

Secara hukum, penggunaan jaminan dalam akad murabahah pada
dasarnya diperbolehkan sebagai bentuk pengamanan terhadap risiko
pembiayaan. Namun dalam praktiknya klausul tersebut lebih banyak
berfungsi sebagai perlindungan bagi lembaga. Sementara itu, pengaturan
mengenai hak-hak anggota sebagai nasabah debitur tidak dijelaskan secara
seimbang dalam kontrak pembiayaan. Misalnya, tidak ditemukan Kklausul
yang secara tegas mengatur  perlindungan  anggota apabila terjadi
permasalahan yang berasal dari pihak lembaga, seperti ketidaksesuaian
barang, keterlambatan pengadaan barang, ataupun cacat barang yang tidak
disebabkan oleh anggota.

Aspek lain yang berkaitan dengan perlindungan hukum anggota
adalah mengenai pembagian risiko dalam transaksi murabahah. Berdasarkan
prinsip figh muamalah serta ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-
MUI/1VV/2000 tentang Murabahah, risiko atas barang pada dasarnya berada

pada pihak penjual sampai barang tersebut diserahterimakan secara sah
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kepada pembeli.!*® Prinsip ini menunjukkan bahwa keuntungan atau margin
dalam akad murabahah memiliki dasar karena adanya tanggung jawab risiko
yang dipikul oleh penjual sebelum barang diserahkan kepada pembeli.

Namun dalam praktik pembiayaan murabahah di Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil, pembebanan risiko atas barang cenderung dialihkan kepada
anggota sejak awal transaksi. Hal ini terlihat dari tidak adanya klausul yang
secara jelas mengatur tanggung jawab lembaga terhadap kondisi barang
sebelum akad murabahah dilaksanakan. Akibatnya, apabila terjadi
permasalahan terhadap barang yang dibeli melalui prosedur wakalah,
anggota tetap diwajibkan melanjutkan pembayaran angsuran sesuai dengan
perjanjian yang telah disepakati. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
perlindungan hukum anggota dalam aspek risiko barang belum diatur secara
optimal.

Kontrak pembiayaan murabahah di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil
juga memuat klausul mengenai wanprestasi yang cukup tegas terhadap
anggota. Dalam hal anggota lalai atau terlambat melakukan pembayaran
angsuran, lembaga memiliki hak untuk melakukan tindakan tertentu seperti
penagihan, pemberian peringatan, hingga pengambilalihan jaminan sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak pembiayaan.

Di sisi lain, tidak ditemukan pengaturan yang secara seimbang
mengenai tanggung jawab lembaga apabila terjadi kelalaian dari pihak
lembaga. Misalnya apabila lembaga tidak menjalankan prosedur pembiayaan
murabahah sesuai dengan prinsip syari’ah atau tidak memberikan informasi
secara terbuka kepada anggota mengenai ketentuan pembiayaan, kontrak
tidak mengatur secara jelas mekanisme perlindungan hukum bagi anggota.

Ketimpangan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum

116 Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI Nomor
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murébatah, Jakarta, 2000.



dalam kontrak lebih banyak diarahkan pada kepentingan lembaga
dibandingkan dengan perlindungan terhadap anggota.'!’

Mengenai penyelesaian sengketa, kontrak pembiayaan murabahah di
Baitul Qiradh Al-Mutawakkil juga memuat ketentuan bahwa sengketa yang
timbul antara para pihak dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang
berlaku. Secara normatif pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum
bagi para pihak apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan akad.'8

Namun demikian, dalam praktiknya akses anggota terhadap prosedur
penyelesaian sengketa tersebut masih relatif terbatas. Hal ini disebabkan oleh
keterbatasan pengetahuan hukum serta kemampuan ekonomi anggota untuk
menempuh proses penyelesaian sengketa secara formal. Akibatnya, anggota
pada umumnya cenderung menerima seluruh ketentuan yang telah ditetapkan
dalam perjanjian tanpa melakukan upaya hukum apabila terjadi permasalahan
dalam pelaksanaan pembiayaan.'®

Apabila ditinjau secara lebih mendalam, kondisi tersebut
menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anggota dalam
pembiayaan murabahah di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil belum sepenuhnya
mencerminkan keseimbangan kedudukan para pihak dalam akad. Dalam
praktik pembiayaan yang ditemukan pada penelitian ini, sebagian besar
klausul kontrak lebih berorientasi pada pengamanan kepentingan lembaga
sebagai pemberi pembiayaan.

Selain itu, penggunaan prosedur wakalah yang memberikan kuasa
kepada anggota untuk melakukan pembelian barang secara mandiri juga

berimplikasi pada pergeseran tanggung jawab terhadap objek transaksi.
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Kondisi ini berpotensi menyebabkan anggota menanggung sebagian besar
risiko transaksi, padahal dalam konsep murabahah secara normatif risiko atas
barang pada dasarnya berada pada pihak penjual sebelum barang tersebut
diserahterimakan kepada pembeli.*?°

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan
hukum terhadap anggota dalam pembiayaan murabahah di Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil masih belum sepenuhnya optimal. Perlindungan hukum yang
terdapat dalam klausul kontrak lebih banyak berfungsi untuk mengamankan
kepentingan lembaga sebagai pemberi pembiayaan, sementara perlindungan
terhadap anggota masih bersifat terbatas.!?

Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara praktik
pembiayaan murabahah dengan tinjauan figh muamalah, khususnya dalam
mewujudkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam
transaksi. Oleh karena itu diperlukan evaluasi terhadap klausul perjanjian
pembiayaan murabahah agar pengaturan hak dan kewajiban antara lembaga
dan anggota dapat lebih mencerminkan prinsip keadilan serta sesuai dengan

ketentuan Fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip figh muamalah.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis uraikan
pada bab-bab sebelumnya mengenai analisis klausul perjanjian pembiayaan bai’
murdbahah pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman Banda Aceh,
maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan kontrak dan klausul dalam perjanjian pembiayaan murabahah pada
Baitul Qiradh Al-Mutawakkil dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu
pengajuan permohonan pembiayaan oleh anggota dengan melengkapi
persyaratan administrasi, dilanjutkan dengan analisis kelayakan oleh pihak
lembaga, serta penandatanganan akad pembiayaan murabahah dengan
penetapan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama.
Dalam praktiknya, pembiayaan murabahah pada Baitul Qiradh AL-
Mutawakkil dilaksanakan melalui dua pola, yaitu penyaluran dana kepada
anggota untuk melakukan pembelian barang secara mandiri serta melalui
penggunaan akad wakalah, di mana anggota diberi kuasa untuk membeli
barang atas nama lembaga. Klausul perjanjian memuat ketentuan mengenai
hubungan hukum antara lembaga dan anggota, termasuk penetapan harga dan
margin  keuntungan. Namun  demikian, masih ditemukan adanya
ketidaksesuaian antara ketentuan kontrak dengan praktik di lapangan,
khususnya dalam hal pembelian barang yang dilakukan langsung oleh anggota
tanpa kejelasan pelaksanaan akad wakalah. Hal ini menunjukkan bahwa
praktik pembiayaan murabahah pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil belum
sepenuhnya sesuai dengan prinsip figh muamalah sebagaimana diatur dalam
Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/1V/2000 tentang Murabahah.

2. Perlindungan hukum terhadap anggota dalam klausul perjanjian pembiayaan
murabahah pada Baitul Qiradh Al-Mutawakkil secara administratif telah
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diatur dalam kontrak pembiayaan yang memuat ketentuan mengenai jaminan,
kewajiban pembayaran angsuran, wanprestasi, serta penyelesaian sengketa.
Namun apabila ditinjau dari perspektif figh muamalah dan prinsip keadilan
dalam transaksi, perlindungan hukum terhadap anggota masih belum
sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari bentuk kontrak yang cenderung
merupakan perjanjian baku sehingga ruang anggota untuk mempengaruhi isi
perjanjian sangat terbatas. Selain itu, pengaturan mengenai pembagian risiko
barang dan tanggung jawab lembaga belum diatur secara seimbang, sehingga
sebagian besar Kklausul kontrak lebih berorientasi pada perlindungan
kepentingan lembaga dibandingkan dengan perlindungan terhadap anggota.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran atau
rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi pihak Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, disarankan untuk melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah agar lebih sesuai
dengan - prinsip-prinsip syari’ah, khususnya terkait dengan prosedur
kepemilikan barang oleh lembaga sebelum akad dilakukan serta memperjelas
pemisahan antara akad wakalah dan akad murabahah dalam kontrak
pembiayaan. Selain itu, penyusunan Kklausul perjanjian diharapkan dapat
dirumuskan secara lebih seimbang agar memberikan perlindungan hukum
yang lebih adil bagi anggota sebagai pihak penerima pembiayaan.

2. Bagi anggota sebagai penerima pembiayaan, diharapkan untuk lebih
memahami isi kontrak pembiayaan sebelum menandatangani akad agar
mengetahui hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut
mengenai praktik pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syari’ah
lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai
penerapan prinsip-prinsip figh muamalah dalam praktik pembiayaan di

lapangan.
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Lampiran 3: Protokol Wawancara

Judul Skripsi : Analisis Klausul Perjanjian Pembiayaan Bai’ Murdbahah Pada

Baitul Qiradh Al-Mutawakkil Kec. Baiturrahman Banda Aceh.

Narasumber : Agus Sanusi selaku General Manager KSPPS Baitul Qiradh Al-

Mutawakkil, Delvia Rizki dan Yatna selaku Adm Pembiayaan
KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil, Asrim Rahman dan Winda
selaku anggota pembiayaan murdabahah di KSPPS Baitul Qiradh
Al-Mutawakkil.

Daftar Pertanyaan Kepada Pihak KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil

No Daftar Pertanyaan Wawancara
1 | Sejak kapan Baitul Qiradh Al-Mutawakkil berdiri dan apa tujuan awal
pendiriannya?
2 | Produk pembiayaan apa saja yang disediakan oleh Baitul Qiradh Al-
Mutawakkil?
3 | Mengapa pembiayaan murdbahah menjadi salah satu produk utama di
Baitul Qiradh Al-Mutawakkil?
4 | Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan murdbahah bagi anggota?
5 | Dokumen apa saja yang harus dipenuhi oleh anggota untuk mengajukan
pembiayaan murdbahah?
6 | Bagaimana tahapan proses pembiayaan murdbahah dari pengajuan
hingga akad ditandatangani?
7 | Apakah akad murdbahah dilakukan secara tertulis? Siapa saja pihak yang
terlibat dalam akad tersebut?
8 | Bagaimana bentuk kontrak perjanjian pembiayaan murdbahah yang
digunakan di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil?
9 | Klausul apa saja yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan murabahah
di Baitul Qiradh Al-Mutawakkil?
10 | Bagaimana prosedur penetapan harga jual dalam pembiayaan
murdbahah?
11 | Bagaimana cara penentuan margin keuntungan dalam pembiayaan
murdbahah?
12 | Apakah margin keuntungan disepakati di awal akad antara pihak Baitul
Qiradh dan anggota?
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13 | Apakah terdapat perbedaan penetapan margin antara satu anggota dengan
anggota lainnya? Jika ada, apa dasarnya?
14 | Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota
dalam perjanjian pembiayaan murabahah?
15 | Apakah seluruh klausul perjanjian dijelaskan terlebih dahulu kepada
anggota sebelum akad ditandatangani?
16 | Bagaimana prosedur penyelesaian apabila anggota mengalami
keterlambatan pembayaran angsuran?
17 | Apakah terdapat sanksi atau denda dalam pembiayaan murdbahah? Jika
ada, bagaimana penerapannya?
18 | Bagaimana upaya Baitul Qiradh Al-Mutawakkil agar perjanjian
murabahah tetap sesuai dengan prinsip syari’ah?
Daftar Pertanyaan Kepada Anggota Pembiayaan Murdibahah
di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil
No Daftar Pertanyaan Wawancara
1 | Sejak kapan Bapak/Ibu menjadi anggota pembiayaan murdbahah di
Baitul Qiradh Al-Mutawakkil?
2 | Bagaimana proses pengajuan pembiayaan murabahah yang Bapak/Ibu
alami?
3 | Apakah isi perjanjian pembiayaan murabahah dijelaskan kepada
Bapak/Ibu sebelum akad ditandatangani?
4 | Apakah Bapak/Ibu memahami klausul-klausul yang terdapat dalam
perjanjian pembiayaan murdabahah?
5 | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penetapan harga dan margin
keuntungan dalam pembiayaan murdbahah?
6 | Apakah selama menjalani pembiayaan, Bapak/Ibu merasa hak-hak
sebagai anggota terlindungi?
7 | Apakah pernah mengalami kendala selama pembiayaan murdbahah? Jika

pernah, bagaimana penyelesaiannya?
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Lampiran 4: Kontrak Perjanjian Pembiayaan Murdbahah BQ Al-Mutawakkil

r Bl QiadtAl- Miawakki
1Tk Cik it N S s Bl

D BAHAH
No. 001/MRB/BQ-AM/1/2025

e paS 3 il ol
”....hal orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu
dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...”

(Qs.An — Nissa'(4):29)

Dengan berlindung kepada Allah dan senantiasa memohon RidhaNya. Akad ini dibuat dan ditanda
tangani pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 tempat di kantor KSPPS Baitul Qiradh Al = Mutawakkil
oleh para pihak sebagai berikut :

1. Nama :General Manager, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama KSSP Baitul
Qiradh Al — Mutawakkil yang berkedudukan dan berkantor pusat di JI. Tgk Chik Ditiro No.44
Simpang Surabaya Banda Aceh untuk selanjutnya disebut PIHAK-I.

2. Nama :Nama Anggota pembiayaan bertempat tinggal di (alamat), KTP (NIK) yang dalam hal ini
telah mendapat persetujuan dari ahli waris bernama (Nama), bertindak untuk dan atas nama
pribadi/diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut PIHAK-II.

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas, telah
sepakat melakukan perjanjian akad jual-beli/Murabahah yang terikat dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut:
Pasal 1
Jual Beli/Murabahah

PIHAK-I menjual barang kepada PIHAK-Il berupa barang sebagaimana yang tercantum dalam daftar
lampiran (Bon/Kwitansi/Faktur) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad perjanjian ini,
sebesar Rp.3.420.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan perincian harga pokok
sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan margin yang disepakati sebesar Rp.420.000,- (Empat
Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) selama jangka waktu yang ditentukan.

Sebagai persyaratan dengan Ini diserahkan agunan berupa: 1 (satu) buah BPKB R.2 Dengan Nomor
Registrasi: , Merek: , Type: , Tahun Pembuatan: -—-------, Warna; ----—---, No
Rangka: ---—--- No.Mesin: =---=---, , Atas Nama : , Alamat:

Pasal 2
Sistem Pembayaran, Jangka Waktu Pembayaran dan Biaya-blaya

PIHAK-II sepakat/setuju untuk membeli barang sebagaimana tersebut pada pasal 1 dengan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran adalah angsuran/jatuh tempo yang disepakati bersama sebagaimana kebijakan
yang berlaku pada PIHAK-I.

2. Tata cara pembayaran diatur dalam lembar tersendiri yang merupakan bagian yang melekat dan
tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

3. Jangka waktu pembayaran adalah 20-minggu atau (5-bulan) oleh karena itu perjanjian jual beli ini
berlaku sejak tanggal ditanda tanganinya. Adapun pelunasan pembayaran dapat dilakukan sebelum
Jatuh tempo atau selambat-lambatnya akan jatuh tempo pada tanggal 26 Mel 2025.

4, Wajib membayar seluruh kewajiban yang muncul akibat adanya perjanjian jual beli ini sampai
dengan lunas sebagaimana mestinya kepada PIHAK-I.



S.

6.

Dalam hal pembayaran yang dilakukan PIHAK-l| sesuai kesepakatan jatuh pada hari ahad atau hari
libur umum atau hari bukan hari kerja lainnya, maka pembayaran dilakukan sebelum hari tersebut.
Dalam hal terjadi kelalalan dalam hal membayar seperti apa yang diperjanjikan PIHAK-II
sebagaimana bunyi perjanjian ini, maka segala ongkos penagihan, termasuk juga biaya kuasa dari
PIHAK-I, menjadi beban serta dibayar oleh PIHAK-II.

Pasal 3
Pengutamaan Pembayaran

PIHAK-Il akan melakukan angsuran sesuai dengan kesepakatan sebagaimana bunyi pasal 2 berikut tata
cara pembayarannya secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini
daripada pembayaran kepada pihak lain.

Pasal 4
Pengakuan Utang dan Pernyataan Jaminan

Berkaitan dengan jual-beli Ini, selama harga PIHAK-I sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 3 belum
dilunasi oleh PIHAK-II kepada PIHAK-l, maka PIHAK-Il dengan ini mengaku berutang kepada PIHAK-I,
sebagaimana dari PIHAK-I menerima pengakuan utang tersebut dari PIHAK- Il sebesar harga atau
sisa harga yang belum dibayar lunas oleh PIHAK-I.
Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya persyaratan akad sebagaiman perjanjian jual-beli ini,
maka PIHAK-Il menjaminan sepenuhnya terhadap kewajiban yang disepakati.
PIHAK-II bersedia bertanggung jawab jika dikemudian hari terjadi wan-prestasi untuk melepaskan
hak atas harta/asset usaha kepada PIHAK-, apabila PIHAK-Il selama tiga periode angsuran tidak
memenuhi angsuran kewajibannya untuk meng-angsur sebagaimana diatur pada Pasal 2 perjanjian
ini. Dengan Ini PIHAK-l memiliki 'hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang
dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun untuk
melunasi kewajiban PIHAK-II. Kelebihan nilai jual jaminan dengan nilai pinjaman dikembalikan pada
PIHAK-II.

Pasal 5

Peristiwa Cidera Janji

Apabila terjadi hal-hal di bawah ini, setiap kejadian demikian, masing-masing secara tersendiri atau
disebut peristiwa cidera janji ;

1

25

Kelalaian PIHAK-Il untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk memilih dan
membayarkan barang-barang sesuai ketentuan.

Apabila terdapat suatu janji, pernyataan, jaminan, atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam suatu surat, sertifikat, atau bukti-bukti lain yang perlu
diadakan menurut Perjanjian ini atau sehubungan dengan suatu perjanjian yang disebut dalam
Perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan.

Diputuskan oleh suatu pengadilan atau instansi Pemerintah lainnya bahwa suatu perjanjian atau
dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dipilih oleh PIHAK-II adalah tidak sah
atau dengan cara yang lain tidak dapat diberlakukan.

Jikalau PIHAK-II tidak menjalankan wakalah dengan sungguh-sunggguh dan atau melanggar syar’i
dan hukum yang berlaku maka seluruh akad akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban-
kewajiban dan biaya-biaya yang menjadi kewajiban PIHAK-Il harus dibayarkan kepada PIHAK-l , dan
PIHAK-I dapat mengambil tindakan apapun yang perlu berhubungan dengan perjanjian ini.
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Pasal 6
Keadaan Memaksa (Force Majeure)

1. Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban
sebagaiman tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh karena keadaan yang memaksa
seperti bencana alam, huru hara, sabotase, dan tidak dapat dihindari dengan melakukan tindakan
sepatutnya, maka kerugian yang diakibatkan tersebut ditanggung oleh PIHAK I.

2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan keadaan
memaksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada pihak lainnya dengan
melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai kejadian
memaksa tersebut selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak keadaan memaksa tersebut.

3. Apabila dalam waktu 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana ayat 2 tersebut belum
atau tidak ada tangggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa
tersebut dianggap telah disetujui oleh pihak tersebut.

4. Apabila keadaan memaksa tersebut mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan ketentuan-
ketentuan dalam perjanjian ini selama 3 bulan, maka perjanjian ini dapat diakhiri dengan suatu
perjanjian antara para pihak.

Pasal 7
Addendum
Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan
diatur dalam addendum-addendum dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

| Pasal 8
Domislli Hukum
Tentang akad ini dan segala akibatnya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah
di kantor Pengadilan Negeri dan atau Badan Arbitrase atau Pengadilan Agama dalam wilayah Kota
Madya Banda Aceh - Provinsi Aceh.

\

Pasal 9
Pasal Tambahan
Perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, ditanda-tangani kedua belah pihak dengan tanpa paksaan
dari pihak manapun.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua
belah pihak kedalam akta atau surat yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Banda Aceh pada hari dan tanggal sebagaimana
dicantumkan di atas dengan dihadiri oleh saksi-saksi tersebut di bawah ini.

KSPPS. BAITUL QIRADH Pihak - 1I, Menyetujul
AL - MUTAWAKKIL Ahli Waris/-—-—
| XN |
General Manager Mudharib Ahli waris/—

85



Lampiran 5: Dokumentasi

8

Gambar 1. Wawancara dengan Agus Sanusi selaku
General Manager di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.

Gambar 2. Wawancara dengan Yatna selaku Adm Pembiayaan
di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.
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Gambar 3. Wawancara dengan Asrim selaku anggota pembiayaan
murdbahah di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.

Gambar 4. Wawancara dengan Rahman selaku anggota pembiayaan
murabahah di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.

murdbahah di KSPPS Baitul Qiradh Al-Mutawakkil.
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